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MOTTO 

 “Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, maka 

ia akan memotongmu (Ali bin Abu Thalib)” 

 

“Orang akan tetap pandai, selama dia terus belajar, bila dia berhenti belajar karena 

merasa pandai, mulailah dia bodoh. (KH A. Mustofa Bisri)” 

 

“Cara terbaik untuk memulai sesuatu adalah dengan berhenti bicara dan mulai 

melakukannya. (Walt Disney)” 

 

“when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. 

(Paulo Coelho, The Alchemist)” 
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ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI 

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014-2015 

 

Oleh: 
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12812144026 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek 

kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, 

aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 

2014; (2) Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang 

ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, 

aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek 

jatidiri koperasi pada tahun 2015. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dari 

penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang yang 

berjumlah 15 koperasi. Objek penelitian ini adalah tingkat Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam yang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva 

produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian 

dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi. Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan kuesioner. Analisis data 

berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan 

Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas 

aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek 

kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014 

berada dalam predikat cukup sehat dengan rerata skor 69,15; (2) Tingkat 

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek 

permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, 

aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi 

pada tahun 2015 berada dalam predikat cukup sehat dengan rerata skor 70,73. 

 

 

 

Kata kunci: Tingkat KesehatanKoperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi   

Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang 
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THE  HEALTH LEVEl ANALYSIS OF SAVING AND LOAN COOPERATIVE AT 

REMBANG DISTRICT 2014 - 2015 

 

By: 

Muhammad Imam Syaifudin 

12812144026 

ABSTRACT 

 The purpose of this research aim to know: (1) the Health Level of Saving 

and Loan Cooperative at Rembang District reviewed from capital aspect, quality 

aspect, productivity aspect, management aspect, efficiency aspect, liquidity 

aspect, autonomy and growth aspect, and cooperative identity aspect in 2014; (2) 

the Health Level of Saving and Loan Cooperative at Rembang District reviewed 

from capital aspect, quality aspect, productivity aspect, management aspect, 

efficiency aspect, liquidity aspect, autonomy and growth aspect, and cooperative 

identity aspect in 2015. 

 This research is descriptive quantitative. The Subject of this research is 

Saving and Loan Cooperative at Rembang District, there are 15 Cooperative. The 

object of this research is health level of Saving and Loan Cooperative at Rembang 

District reviewed from capital aspect, quality aspect, productivity aspect, 

management aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, autonomy and growth 

aspect, and cooperative identity aspect. The data collection method were used 

documentation and questionnaire. The calculation was based on the regulation of 

Minister of State for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the 

Republic Indonesia No.14/Per/M KUKM/XII/2009. 

The results of the research indicated that : (1) the Health Level of 

Saving and Loan Cooperative at Rembang District reviewed from capital 

aspect, quality aspect, productivity aspect, management aspect, efficiency 

aspect, liquidity aspect, autonomy and growth aspect, and cooperative identity 

aspect in 2014 is moderately healthy category with a mean score 69,15; (2) 

the Health Level of Saving and Loan Cooperative at Rembang District 

reviewed from capital aspect, quality aspect, productivity aspect, management 

aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, autonomy and growth aspect, and 

cooperative identity aspect in 2015 is moderately healthy category with a 

mean score 70,73 . 

 

 

Keywords: The Health Level Cooperative, Saving and Loan Cooperative, 

Saving and Loan Cooperative at Rembang District 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat 

Indonesia dalam menghadapi masa krisis ekonomi adalah dengan melalui tiga 

pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia yang senantiasa 

melaksanakan aktivitasnya, yakni: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 

Usaha Milik Swasta (BUMS), dan  Badan Usaha Koperasi (Razak, 2012:1). 

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kontribusi 

positif dan sangat signifikan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. 

Koperasi didirikan atas dasar asas kekelurgaan dan kegotongroyongan yang 

beranggotakan orang-orang sebagai manusia secara bersama-sama bekerja 

untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi bersama. Oleh karena itu, 

koperasi senantiasa mengakar pada kelompok masyarakat lapisan bawah, 

sehingga keberadaanya sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan 

pemerataan perekonomian. 

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan 

kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya 

ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang 

memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat 

yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, hanya 

dikenal empat jenis koperasi yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, 

koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Prinsip Undang-Undang baru ini 

menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan 

serta menempuh langkah yang mendorong koperasi untuk berkembang baik. 

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan 

perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah 

usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota 

sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi 

perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh 

tantangan. Usaha koperasi dikelola berdasarkan asas dan prinsip serta tujuan-

tujuan yang ingin dicapai, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan para 

anggotanya. Oleh karena itu, usaha yang dikelola oleh setiap koperasi 

disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan mereka bersama keluarga. 

Anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya atau memenuhi 

kebutuhan sehari-hari membutuhkan dana atau modal yang dapat digunakan 

untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Kebutuhan dana atau modal 

tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Masalah 

permodalan pada dasarnya menyangkut bagaimana anggota mendapatkan dana 

pinjaman dengan mudah, dan biaya yang murah serta bagaimana menggunakan 

dana tersebut secara efisien. 
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Banyak alternatif sumber dana yang dapat dipilih oleh masyarakat dan 

pengelola usaha kecil, menengah maupun mikro, yaitu bank, koperasi simpan 

pinjam dan lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, masyarakat akan memilih 

yang lebih menguntungkan dilihat dari tingkat bunga, pelayanan, kemudahan 

persyaratan, prosedur kredit serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan. 

Berdasarkan hal tersebut maka sebagian besar masyarakat lebih memilih 

sumber dana dari koperasi simpan pinjam karena selain dilihat dari bunga yang 

relatif masih ringan dan kemudahan prosedur juga akan mendapat bagian sisa 

hasil usaha yang diperoleh koperasi setiap tahun. 

 Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan yang melakukan 

kegiatan usahanya dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk 

anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan 

Pinjam perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian 

dan kesehatan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di 

sekitarnya. Selain mengenal lembaga keuangan konvensional, masyarakat  juga 

mengenal lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk dengan 

pola bagi hasil berupa bank syariah, asuransi syariah, Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT), dan koperasi syariah. Lembaga tersebut merupakan wujud dalam 

membantu merealisasikan dan mensosialisasikan ekonomi syariah untuk segala 

lapisan masyarakat yang selama ini lebih tertarik dengan jasa keuangan 

konvensional. Lembaga keuangan konvensional dengan bunga yang tinggi 

telah banyak merugikan masyarakat kecil terutama yang mengalami kerugian 
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dalam usaha karena beberapa faktor, diantaranya tidak adanya pembinaan dan 

pendampingan serta pengawasan dari pihak lembaga keuangan tersebut dan 

ketidakadilan mengenai porsi keuntungan antara pemodal dan pengusaha. 

Ekonomi syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam masalah 

ekonomi yang dihadapi dengan sistem yang adil menjadikan masyarakat 

terbantu. 

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

jumlah koperasi yang cukup banyak, yaitu sebanyak 569 koperasi. Diantara 

jumlah total koperasi tersebut hanya terdapat 251 koperasi yang aktif, dari 251 

koperasi yang aktif itu hanya 12 koperasi simpan pinjam dan 12 koperasi 

syariah serta 70 unit simpan pinjam. Beberapa penyebab yang menyebabkan 

banyak koperasi tidak aktif di kabupaten rembang yaitu koperasi yang selama 3 

tahun berturut-turut tidak melaporkan laporan keuangan, koperasi yang tidak 

melakukan aktivitas operasionalnya, melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal koperasi dan atas permasalahan 

tersebut maka koperasi akhirnya dibekukan. Selain penyebab tersebut, masalah 

yang dihadapi koperasi di Kabupaten Rembang yaitu masih lemahnya 

pengawasan internal maupun eksternal, masih lemahnya partisipasi anggota, 

sistem pencatatan yang digunakan masih tradisional, kurangnya pengetahuan 

cara mengelola koperasi yang baik sehingga pengambilan keputusan jangka 

panjang yang kurang tepat, kurangnya promosi yang berakibat minat 

masyarakat rendah. 

Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi maupun Kementerian 
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Koperasi memerlukan data untuk mengetahui apakah koperasi mengalami 

peningkatan ataupun penurunan kinerja koperasi simpan pinjam. Penilaian 

kesehatan koperasi yang diatur dalam keputusan Menteri Koperasi dan UKM 

No. 14/Per/M.KUKM/XI/2009 yang dilaksanakan selama setahun sekali bagi 

koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penilaian 

kesehatan koperasi tersebut yang digunakan sebagai dasar adalah laporan 

keuangan koperasi yang terdiri dari neraca dan perhitungan hasil usaha. Dilihat 

dari laporan keuangan, koperasi di Kabupaten Rembang masih terdapat yang 

belum sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, tentang 

pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Koperasi 

Simpan Pinjam atau (KSP) hanya membuat neraca, perhitungan hasil usaha 

dan penjelasan perhitungan laba dan rugi. Selain hal itu, pengurus masih ada 

juga yang belum menganalisis tingkat kesehatan KSP sehingga tidak 

mengetahui bagaimana tingkat kesehatan koperasi saat ini. 

Penilaian sehat atau tidaknya suatu koperasi dilihat dari berbagai segi, 

yaitu. Kesehatan organisasinya, kesehatan mentalnya, dan kesehatan usahanya. 

Kesehatan organisasi dilihat dari rapat anggota dan badan pengurus yang 

optimal, kesehatan mental dilihat dari tanggung jawab para anggota dan badan 

pengurus, sedangkan kesehatan usahanya dilihat dari pengelolaan koperasi 

yang berlandaskan azas serta prinsip-prinsip dasar koperasi. Menurut Dinas 

Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan PM sub Dinas Koperasi dan UKM 

(2006:43) menyatakan “kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan 

koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. 
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Ataupun aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, 

kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri. 

Penerapan predikat penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam 

menurut undang-undang nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dapat digolongkan 

dengan berbagai predikat. Koperasi dinyatakan sehat apabila koperasi memiliki 

skor 80-100, cukup sehat apabila koperasi memiliki skor 60-80, kurang sehat 

apabila koperasi memiliki skor 40-60, tidak sehat apabila koperasi memiliki 

skor 20-40, dan sangat tidak sehat apabila koperasi memiliki skor kurang dari 

20.  

Modal utama KSP dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam 

adalah modal sendiri dan modal pinjaman. Seiring berjalannya waktu anggota 

koperasi terus meningkat, akan tetapi sebagian anggota koperasi memerlukan 

pinjaman dan hanya sedikit anggota yang menabung di koperasi. 

Meningkatnya permintaan dan kebutuhan anggotanya, koperasi ini belum 

mampu memenuhi kebutuhan anggota sepenuhnya. Hal ini terjadi karena 

peningkatan modal belum seimbang dengan meningkatnya permintaan 

anggota. Kegiatan usaha belum maksimal dikarenakan kebutuhan modal kerja 

terus meningkat seiring dengan jumlah anggota yang terus meningkat. 

Persyaratan pinjaman yang diberikan oleh KSP di Kabupaten Rembang 

tergolong mudah dibandingkan dengan bank, sehingga banyak masyarakat di 

Kabupaten Rembang memilih meminjam di koperasi dibandingkan bank. 

Dengan banyaknya masyarakat yang menjadi anggota koperasi masih ada 
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beberapa anggota yang kurang tertib dalam melakukan angsuran, ada juga yang 

melewati jatuh tempo pelunasan tetapi belum ada pembayaran. Hal ini 

disebabkan karena nasabah atau anggota koperasi di Kabupaten Rembang 

sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan dan etani yang hanya 

mengandalkan kondisi musim sehingga berdampak pada perputaran uuang 

nasabah atau anggota. Pengembalian dari kegiatan penaluran pinjaman tahun 

2014-2015 oleh nasabah belum mencapai 100%. Hal ini menyebabkan 

terjadinya tunggakan pinjaman sehingga menyebabkan pinjaman bermasalah di 

KSP Kabupaten Rembang. Jumlah pinjaman bermasalah semakin meningkat 

setiap tahunnya. Hal ini tidak boleh terjadi terus karena akan berdampak 

kerugian bagi koperasi. 

Kegiatan utama KSP di Kabupaten Rembang yaitu mengumpulkan dan 

menyalurkan dana pinjaman kepada anggota, maka perlu adanya pengelolaan 

secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Akan 

tetapi kebanyakan KSP di Kabupaten Rembang belum melakukan kegiatan 

manajemen yang baik. Pemilik juga sebagi manajer seringkali membuat 

struktur keputusan struktur organisasi dalam koperasi ganda, pemikiran 

pemilik dengan struktur gandapun koperasi bisa berjalan dengan baik dan juga 

menghemat gaji yang dikeluarkan karyawan. Pemilihan karyawan koperasi 

masih tergolong rendah yaitu karyawan koperasi kebanyakan lulusan SMP 

maupun SMA sehingga kemampuan yang dimiliki relatif rendah. Pemilik 

koperasi berpendapat bahwa dengan mempekerjakan karyawan tersebut maka 
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dapat meminimalkan anggaran untuk gaji karyawan. Pengambilan keputusan 

koperasi sepenuhnya berada di tangan pemilik koperasi atau manajer. Rapat 

anggota tahunan yang diadakan koperasi hanya formalitas dikarenakan dalam 

pengambilan keputusan terkadang masih ada campur tangan urusan pribadi. 

Maka dari itu selain melihat dari sisi keuangan, penilaian aspek manajemen 

juga sangat diperlukan agar pengeloa koperasi dilaksanakan dengan 

profesional, efektif dan efisien. Manajemen yang baik, menghasilkan kebijakan 

yang sesuai dengan tujuan dan mendukung kemajuan koperasi. Sehingga untuk 

melihat kesehatan koperasi tidak hanya melihat dari aspek keuangan saja tetapi 

juga menilai aspek manajemen. 

Dalam situasi demikian, unit simpan pinjam harus memperhatikan aspek 

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, 

kemandirian, dan pertumbuhan koperasi serta berpedoman pada batas 

maksimal pemberian kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit. Aspek-aspek 

tersebut merupakan komponen penelitian tingkat kesehatan koperasi simpan 

pinjam. Penilaian tingkat kesehatan merupakan kepentingan semua pihak yang 

terkait baik anggota, pengurus, pegawai maupun departemen koperasi 

pengusaha kecil dan menengah sebagai pembina dan pengawas. 

Tingkat kesehatan koperasi penting bagi koperasi untuk meningkatkan 

efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk 

memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan serta untuk menghindari adanya 

potensi kebangkrutan. Selain itu dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, 

maka akan dapat dinilai kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban-
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kewajiban jangka pendeknya, struktur modal perusahaan, dan lain-lain. 

Semakin baik tingkat kesehatan perusahaan maka semakin baik pula tingkat 

kelangsungan usaha perusahaan tersebut dan sebaliknya semakin rendah 

tingkat kesehatan perusahaan maka semakin rendah pula tingkat kelangsungan 

usaha perusahaan tersebut (Sawir, 2005:31). Dalam hal ini sebagian besar 

koperasi di Kabupaten Rembang masih belum melakukan penilaian tingkat 

kesehatan dengan baik, koperasi hanya menilai dari kinerja keuangan dan 

melupakan aspek-aspek yang lain. Koperasi beranggapan apabila kinerja 

keuangan koperasi baik maka tingkat kesehatan koperasi itu juga baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dijelaskan 

pentingnya aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek 

manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015? yang 

mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi. Hal tersebut yang membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-

masalah yang ada, sebagai berikut: 

1. Lemahnya pengawasan internal maupun eksternal pada koperasi simpan 

pinjam di Kabupaten Rembang. 

2. Masih lemahnya partisipasi anggota pada koperasi simpan pinjam di 

Kabupaten Rembang. 

3. Pencatatan laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten 

Rembang dilakukan masih secara tradisional. 

4. Masih kurangnya pengetahuan dalam mengelola koperasi pada koperasi 

simpan pinjam di Kabupaten Rembang. 

5. Kurangnya promosi yang dilakukan koperasi simpan pinjam di Kabupaten 

Rembang dalam menarik minat  masyarakat. 

6. Kurangnya permodal koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang 

dalam melaksanakan kegiatan dan pengembangan koperasi. 

7. Nasabah koperasi simpam pinjam di Kabupaten Rembang kurang lancar 

maupun macet dalam membayar pinjaman. 

8. Struktur organisasi pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang 

masih berbentuk struktur ganda atau tumpang tindih. 

9. Kualitas SDM pegawai koperasi simpan pinjam di Kabupaten Rembang  

relatif rendah. 

10. Pengambilan keputusan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten 

Rembang mutlak di tangan pemilik koperasi. 
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11. Belum sepenuhnya koperasi di Kabupaten Rembang melakukan penilaian 

tingkat kesehatan koperasi dengan benar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Mengingat ruang lingkup yang luas pada penelitian ini, agar hasil 

penelitian dapat terfokus pada permasalahan, maka peneliti hanya membahas 

mengenai masalah Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang yang berjumlah 15 Koperasi Simpan Pinjam tahun 2014-2015 dilihat 

dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, 

aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta 

aspek jatidiri koperasi, sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, 

maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, 

aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014? 

2. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, 

aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, 

aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014. 

2. Mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, 

aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil yang memberikan 

manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

  Diharapkan hasil dari penelitian mampu memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan untuk mengembangkan koperasi khususnya di bidang 

penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis dan akademisi 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan sumber 

referensi penelitian tentang kinerja koperasi. Selain itu, diharapkan 
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dapat berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai analisis 

tingkat kesehatan koperasi di Indonesia. 

b. Bagi instansi koperasi 

Hasil penelitian ini berguna bagi koperasi untuk mengetahui tingkat 

kesehatan koperasi berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, 

sehingga sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan koperasi di kemudian hari. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Koperasi secara Umum 

a. Pengertian Koperasi 

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang 

berarti usaha bersama. Menurut International Cooperative Alliance 

(ICA) (dalam Hendar, 2010: 18) menyebutkan bahwa: 

“Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau 

badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi 

anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan 

saling membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha 

tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi”. 

 

ILO (International Labour Organization) (dalam Subandi, 

2011: 18-19) menjelaskan bahwa: 

“Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki 

kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi 

perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing 

memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, 

dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai 

dengan usaha yang mereka lakukan”. 

 

Pengertian tentang koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam UU tersebut dijelaskan 

bahwa: 

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, 

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. 
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Bung Hatta (1954) mengemukakan bahwa dalam koperasi 

yang lebih diutamakan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi 

para anggotanya. 

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk 

membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan 

ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi 

didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954 

dalam Hudiyanto, 2002: 48).” 

 

Jochen Ropke (2012: 14) menjelaskan bahwa “Koperasi 

adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah 

juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut”. Kriteria identitas 

suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit 

usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Prinsip identitas dari suatu 

koperasi adalah para pemilik dan pengguna jasa dari pelayanan suatu 

unit usaha adalah orang yang sama. Hendrojogi (2004: 20) 

mengatakan bahwa “Koperasi itu merupakan suatu wadah bagi 

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka 

usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan 

tingkat hidup mereka”. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

koperasi adalah suatu perkumpulan orang atau badan hukum yang 

menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat 

berasaskan asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan dapat memenuhi 

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya 
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sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

b. Landasan dan Asas Koperasi 

 

Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dan 

seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas 

Koperasi. Landasan dan asas ini diperlukan oleh koperasi sebagai 

tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya. 

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam 

menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap 

pelaku pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 17 Tahun 2012 

Pasal 2 bahwa, “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Pancasila ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi 

Indonesia. Landasan idiil dapat disebut sebagai landasan cita-cita 

yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi. Pancasila dijadikan 

sebagai landasan idiil dalam koperasi karena pancasila merupakan 

ideologi bangsa Indonesia. 

Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan 

semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam 

mengemban fungsinya masing- masing di dalam kehidupan 

masyarakat. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan strukturil 

Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi 

negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Landasan 

strukturil ini menjelaskan semua ketentuan atau tata tertib dasar yang 
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mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita cita moral 

bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan. 

Menurut UU No. 17/2012 Pasal 3, disebutkan bahwa 

“Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal itu sejalan dengan 

penegasan Pasal 33 UUD 1945 tentang dasar hukum keberadaan 

koperasi di Indonesia yang mengemukaan: “...perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bangun 

perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”. Artinya, 

semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada 

mulanya adalah semangat Koperasi. Semangat Koperasi yang 

kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian 

Indonesia oleh UUD 1945. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi 

berlandaskan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan 

menganut asas kekeluargaan. Landasan dan asas merupakan pondasi 

yang kuat untuk memulai usaha koperasi. Selain itu, landasan inilah 

yang akan menentukan arah perjalanan usaha koperasi dalam 

mengemban fungsinya masing-masing di lingkungan masyarakat.  

 

c. Tujuan Koperasi 

Tujuan Koperasi dijelaskan dalam pasal 4 UU No 17/2012. 

Menurut pasal tersebut, tujuan Koperasi Indonesia adalah: “Koperasi 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak 
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terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan 

berkeadilan”. 

Berdasarkan tujuan tersebut, koperasi mendapat kedudukan 

yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi 

merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara 

konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang 

hendak dibangun di negeri ini. 

 

d. Prinsip Koperasi 

 

Menurut Baswir (2000, 46), “Prinsip Koperasi atau bisa juga 

disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang 

menjiwai setiap gerak langkah Koperasi”. Prinsip Rochdale menjadi 

acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. 

Prinsip-prinsip Rochdale yang dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi 

di Rochdale, Inggris pada tahun 1944 kemudian terjadi penyesuaian 

oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial budaya, 

dan perekonomian masyarakat setempat. Menurut Arifin Sitio, dkk 

(2001: 22) unsur-unsur prinsip Rochdale menurut bentuk aslinya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan secara demokratis 

2. Keanggotaan yang terbuka 

3. Bunga atas modal dibatasi 

4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding 

dengan jasa masing-masimg anggota 
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5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai 

6. Barang-barang yang diperjualkan koperasi harus asli dan tidak 

dipalsukan 

7. Menyelenggarakan dan mendidikan kepada anggota dengan 

prinsip-prinsip koperasi 

8. Netral terhadap polotik dan agama 

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi 

yang tercantum dalam pasal 6 UU No 17 Tahun 2012. Prinsip 

Koperasi tersebut yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara 

keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan 

maksud dan tujuan pendiriannya. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia 

meliputi: 

1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; 

2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 

3) Anggota berpartisipasi yang aktif dalam kegiatan ekonomi 

Koperasi; 

4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan 

independen; 

5) Koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 

anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan 

kemanfaatan koperasi; 

6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat 
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Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan 

pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan 

7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi 

lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh 

Anggota. 

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan para ahli dan 

UU dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip koperasi merupakan 

sumber inspirasi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, serta 

merupakan maksud dan tujuan dari pendirian koperasi itu sendiri. 

Peranan prinsip koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai 

pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan 

sebagai ciri khas yang membedakan Koperasi dari bentuk-bentuk 

perusahaan lainnya. Koperasi harus memiliki prinsip-prinsip khusus 

yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. 

 

e. Perangkat Organisasi Koperasi 

 

Berdasarkan Pasal 31 UU No 17/2012, Koperasi mempunyai 

Perangkat Organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, 

pengawas, dan pengurus. 

1) Rapat Anggota 

 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui 

rapat anggota inilah anggota koperasi akan memakai hak suaranya 

dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi 
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dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas 

koperasi, serta memutuskan keberlanjutan usaha koperasi. Dengan 

segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi 

terpenting yang dimiliki koperasi. Mengacu pada Pasal 33 UU No 

17/2012, Rapat anggota berwenang: 

a) Menetapkan kebijakan umum koperasi; 

b) Mengubah anggaran dasar; 

c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan 

pengurus; 

d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi; 

e) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan 

oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi; 

f) Meminta beberapa keterangan dan mengesahkan 

pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam 

pelaksanaan  tugas masing-masing; 

g) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha; 

h) Memutuskan atas penggabungan, peleburan, kepailitan, dan 

pembubaran koperasi; dan 

i) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh 

Undang-Undang. 
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2) Pengawas 

Pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh 

anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi 

segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih 

memadai, sehingga koperasi itu dapat memperkecil 

kemungkinan akan terjadinya penyimpangan dan 

penyelewengan oleh pengurus. Selain itu, dengan adanya 

lembaga pengawas di dalam struktur organisasi koperasi, maka 

kepercayaan anggota terhadap koperasi akan dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan pada Pasal 48 UU No 17/2012, pengawas 

dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. Adapun tugas 

dari pengawas tercantum dalam pasal 50 UU No. 17 Tahun 

2012. Tugas pengawas yaitu: 

a) mengusulkan calon Pengurus; 

b) memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; 

c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 

pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan 

d) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota. 

Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2, menyebutkan 

bahwa pengawas berwenang: 

a) Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam 

anggaran dasar; 
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b) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang 

diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait; 

c) Mendapatkan laporan yang secara berkala tentang 

perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus; 

d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus 

dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang 

ditetapkan dalam anggaran dasar; dan 

e) Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu 

dengan menyebutkan alasannya. 

3) Pengurus 

Baswir (2010: 157), menyebutkan bahwa “pengurus adalah 

anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat 

anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha 

koperasi”. 

Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul 

pengawas. Berdasarkan Pasal 58 UU No 17 Tahun 2012, 

disebutkan bahwa pengurus bertugas: 

a) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar; 

b) Mendorong dan memajukan usaha anggota; 

c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada 

rapat anggota; 

d) Menyusun sejumlah dari  laporan keuangan dan 
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pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan 

kepada rapat anggota; 

e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi 

Koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota; 

f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris 

secara tertib; 

g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan 

efisien; 

h) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, 

Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat 

Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan 

i) Melakukan berbagai upaya lain bagi kepentingan, 

kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan 

tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. 

Perangkat Organisasi Koperasi yang terdiri dari rapat 

anggota, pengawas, dan pengurus merupakan alat yang 

digunakkan koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Agar 

kegiatan dapat berjalan dengan baik tentunya Perangkat 

Organisasi Koperasi ini hendaknya dikelola dengan baik juga. 

Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, 

Perangkat Organisasi Koperasi juga merupakan perangkat yang 

akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, serta 

tercapai atau tidaknya tujuan tersebut. 
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f. Jenis Koperasi 

 Pasal 82 UU No 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap 

koperasi harus mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. 

Jenis koperasi tersebut didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan 

atau kepentingan ekonomi anggota. Jenis koperasi terdiri dari: 

1) Koperasi konsumen yaitu merupakan suatu koperasi yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang 

penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. 

2) Koperasi produsen yaitu koperasi yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi 

dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota 

dan non-anggota. 

3) Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh 

anggota dan non-anggota. 

4) Koperasi simpan pinjam; merupakan koperasi yang menjalankan 

usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani 

anggota. 

Pada masa sekarang ini perkembangan koperasi yang muncul 

cenderung bervariasi. Keragaman ini dapat dipengaruhi oleh latar 

belakang pembentukkan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-

masing koperasi yang bersangkutan, sehingga koperasi bebas untuk 

memilih salah satu dari jenis-jenis koperasi di atas. 
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2. Koperasi Simpan Pinjam 

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 

 Berdasarkan peraturan pemerintah pada KUKM/No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009, dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam 

merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha 

penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon 

anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara 

profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Selain 

itu dalam Peratutan Menteri Koperasi dan UKM No. 

14/Per/M.KUKM/XI/2009, dijelaskan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam 

yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya 

usaha simpan pinjam”. Sedangkan Menurut Pasal 84 UU No 17/2012, 

“Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha 

simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota”. 

 Menurut Burhanuddin (2010: 14) “ koperasi Simpan Pinjam adalah 

Koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para 

angotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan”. Koperasi 

Simpan Pinjam menurut Rudianto (2006: 76):”Koperasi Smpan Pinjam 

adalah Koperasi yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan 

menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggotaa 
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koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, 

koperasi lain dan atau anggotanya. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan Koperasi Simpan 

Pinjam adalah Koperasi yang hanya menjalankan usaha simpan pinjam 

untuk para anggotanya, calon anggota, dan masyarakat sekitar dengan 

tujuan untuk kemakmuran bersama. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

b. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam 

 

Menurut UU Pasal 89 No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa 

Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan: 

1) Menghimpun dana dari anggota; 

2) Memberikan Pinjaman kepada anggota; dan 

3) Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya. 

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17/2012, bahwa 

untuk meningkatkan usaha dan menyatukan potensi serta 

mengembangkan kerjasama antar-koperasi simpan pinjam, koperasi 

simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi 

simpan pinjam sekunder. Akan tetapi koperasi sekunder ini dilarang 

memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Koperasi simpan 

pinjam sekunder tersebut dapat menyelenggarakan  kegiatan seperti: 

1) Simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi 

anggotanya; 

2) Manajemen risiko; 
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3) Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam; 

4) Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam; 

5) Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya; 

6) Pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau 

7) Pemberian bimbingan dan konsultasi. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 UU No 17/2012, dalam 

menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam wajib menerapkan 

prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan 

pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain 

itu, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib 

menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan 

kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi 

simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. 

Koperasi simpan pinjam yang menghimpun beberapa dana dari 

anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada 

anggota. 

Untuk menjamin keamanan serta menjaga kepercayaan nasabah 

dalam menyimpan dana di koperasi simpan pinjam, telah diatur dalam 

Pasal 94 UU No 17/2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib 

menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga   
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Penjamin   Simpanan   Koperasi   Simpan   Pinjam untuk menjamin - 

menjamin simpanan anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan 

pinjam menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota 

koperasi simpan pinjam. 

c. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM 

Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan 

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan 

pengertian bahwa: 

“Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, 

dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 

Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat 

dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di 

tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan 

Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan 

terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait”. 

 

Sedangkan pemeriksaan adalah “proses untuk menyakini 

kebenaran atas penyajian laporan keuangan pertanggung jawaban 

pengurus koperasi baik dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan 

aspek keuangan koperasi”. 

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM 

Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 disebutkan bahwa, tujuan 

pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi adalah sebagai berikut: 

1) Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan 

kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 



30 

 

 
  

2) Meningkatkan citra dan kredibilitas suatu Koperasi sebagai 

lembaga keuangan yang mampu dalam mengelola dana dari 

anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya 

berdasarkan prinsip koperasi; 

3) Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan 

penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; 

4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan 

USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan; 

5) Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai 

tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan 

pemberdayaan ekonomi anggota. 

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, 

bahwa ruang lingkup pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi: 

1) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP 

Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2) Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara 

berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi 

yang bersangkutan; 

3) Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang 

menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program 

pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen dan 

Standar Operasional Prosedur KSP dan USP Koperasi; 



31 

 

 
  

4) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai standar 

kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalam ketentuan 

yang berlaku. 

Pengawasan dalam Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu 

hal yang perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan 

dari koperasi itu sendiri. Hal ini penting untuk menghindari sesuatu 

atau risiko yang tidak diinginkan dimasa yanng akan datang. 

Pengawasan dalam Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oeh 

pemerintah dalam hal ini Menteri ditingkat pusat dan pejabat yang 

diberi wewenang. 

3. Penilaian Kesehatan Koperasi 

 Berdasarkan pada peraturan pemerintah KUKM/No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan KSP adalah “kondisi atau keadaan 

koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan 

sangat tidak sehat”. Dijelaskan dalam Permen dan UKM Nomor 

21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa “penilaian kesehatan KSP adalah 

penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor 

mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau 

perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan 

jangka panjang”. 

Penilaian kesehatan Koperasi diperlukan untuk mengetahui kondisi 

tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang 

hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup 
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Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek 

sebagai berikut: 

a. Permodalan 

 

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk 

melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan 

kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang 

terkandung dalam barang modal (Hendrojogi, 2004: 193). Permodalan 

memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha 

koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam 

menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan 

mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang 

dijalankannya. 

Hendar (2010: 191) menyatakan sumber permodalan koperasi 

dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan 

sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka 

pendek maupun utang jangka panjang. 

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal 

koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi 

sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada   ayat 

(1) modal koperasi dapat berasal dari: 

1) Hibah; 

2) Modal Penyertaan; 

3) modal pinjaman yang berasal dari: 
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a) Anggota; 

b) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; 

c) bank dan lembaga keuangan lainnya; 

d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau 

e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

4) Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran 

Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut 

kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang 

terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai 

berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal 

sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio 

kecukupan modal sendiri. 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi 

dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa 

modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan 

wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama 

dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari 

Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% 

modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko 

adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang 

tidak mempunyai agunan yang memadai” 
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1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset. 

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap 

total asset ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih 

kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0. 

b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai 

ditambah 5 dengan maksimum nilai 100. 

c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap 

kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5. 

d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.  

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri 

terhadap Total Aset 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 

0 ≤ X < 20 25 6 1.50 
20 ≤ X < 40 50 6 3.00 
40 ≤ X < 60 100 6 6,00 
60 ≤ X < 80 50 6 3.00 

80 ≤ X ≤ 

100 

25 6 1,50 
Sumber: Permen KUKM No14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

 Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman 

diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 

berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0. 

b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 

1 dengan nilai maksimum 100. 

c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor 

permodalan. 

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 



35 

 

 
  

Tabel 2. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri 

terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio Modal (dinilai 

dalam %) 

 

Nilai 
Bobot (dinilai 

dalam %) 

 

Skor 

0 < x <10  0 6 0 
10 < x <20 10 6 0,6 

20 < x <30 20 6 1,2 
30 < x <40 30 6 1,8 
40 < x <50 40 6 2,4 
50 < x <60 50 6 3,0 
60 < x <70 60 6 3,6 

70 < x <80 70 6 4,2 
80 < x <90 80 6 4,8 

90 < x <100 90 6 5,4 
≥100 100 6 6,0 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara 

Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. 

b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap 

komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada 

neraca dengan bobot pengakuan risiko. 

c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva 

KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan 

bobot pengakuan risiko. 

d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara 

menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada 

dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen 

aktiva. 

e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh 

dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan 

nilai ATMR dikalikan dengan 100 %. 

(Permen KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

 Tabel 3. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri 

Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 4      0 3 0,00 
4 < X < 6 50 3 1.50 
6 < X < 8 75 3 2.25 

> 8 100 3 3.00 
     Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 



36 

 

 
  

b. Kualitas Aktiva Produktif 

Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva 

yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai 

tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah 

kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi 

bersangkutan. Kualitas aktiva produktif yang baik atau lancar akan 

menjamin adanya pengembalian kredit dari anggota dan akan 

memberikan gambaran kecil kemungkinan anggota untuk tidak 

memenuhi kewajiban itu dan begitupula sebaliknya. 

Penilaian kualitas aktiva produktif  menunjukkan bahwa semua 

rasio yakni rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume 

pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman 

yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan 

rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan berada 

pada skor optimal, karena koperasi memaksimalkan penggunaan dana 

yang tersedia untuk pemberian dana pinjaman kepada anggotanya dan 

dari kegiatan itu akan diperoleh pendapatan bagi koperasi dan 

mengurangi risiko tidak kembalinya dana yang mereka berikan. Kualitas 

aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada 

anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman 

bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko 

terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap 

pinjaman yang diberikan. 
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1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman 

diberikan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM 

RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Volume 

pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal 

dari pinjaman anggota”, sedangkan “volume pinjaman adalah 

semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi 

lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan 

surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah”. 

Untuk mengukur rasio volume pinjaman kepada anggota 

terhadap total volume pinjaman diterpkan: 

Tabel 4. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume   Pinjaman 

pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 25 0 10 0,0
0 25 < X < 50 50 10 5,0
0 50 < X < 75 75 10 7,5
0 > 75 100 10 10,

00         Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 

2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang 

diberikan 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI 

No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “pinjaman yang 

diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih 

ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut 

yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”, sedangkan 
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“risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman 

yang kemungkinan macet atau tidak tertagih”. 

Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, 

pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Kriteria pinjaman 

bermasalah dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel 5. Kriteria Pinjaman Bermasalah 

Kriteria Pinjaman Bermasalah 

No 
Pinjaman Kurang 

Lancar (PKL) 

Pinjaman 

yang 

Diragukan 

(PDR) 

Pinjaman Macet 

(PM) 

1 pengembalian 

pinjaman dilakukan 

dengan angsuran           

a. Terdapat 

tunggakan 

angsuran  pokok:   

 1<X<2 bulan 

bagi peminjam 

dengan 

angsuran 

harian dan atau  

mingguan,  

 3<X<6 bulan 

bagi pinjaman 

yang masa 

angsurannya 

ditetapkan 

bulanan,  

 3<X<12 bulan 

bagi pinjaman 

yang masa 

angsurannya 

ditetapkan 6 

bulan/lebih ; 

atau 

b. Terdapat 

pinjaman 

masih dapat 

diselamatkan 

dan 

angunannya 

bernilai 

sekarang-

sekurang 

kurangnya 

75% dari 

hutang 

peminjam 

termasuk 

bunga; atau 

tidak memenuhi 

kriteria kurang 

lancar dan 

diragukan 
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tunggakan bunga:  

 1<X<3 bulan 

bagi pinjaman 

dengan masa 

angsuran 

kurang dari 1 

bulan,  

 3<X<6 bulan 

bagi pinjaman 

yang masa 

angsurannya 

lebih dari 1 

bulan. 

2 pengembalian 

pinjaman tanpa 

angsuran 

a. Pinjaman belum 

jatuh tempo.  

 Terdapat 

tunggakan 

bunga yang 

melampaui 3 

bulan tetapi 

belum 

melampaui 6 

bulan. 

 

b.  Pinjaman jatuh 

tempo. 

 Pinjaman telah 

jatuh tempo 

dan belum 

dibayar tetapi 

belum 

melampaui 3 

bulan. 

pinjaman 

tidak dapat di 

selamatkan 

tetapi 

angunannya 

masih 

bernilai 

sekurang-

kurangnya 

100% dari 

hutang 

peminjam 

termasuk 

bunga. 

memenuhi 

kriteria 

diragukan tetapi 

dalam jangka 

waktu 12 bulan 

sejak 

digolongkan 

diragukan 

belum ada 

pelunasan. 

3 - - pinjaman 

tersebut 

penyelesaiannya 

telah diserahkan 

kepada 

pengadilan 
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negeri atau telah 

diajukan 

penggantian 

kepada 

perusahaan 

asuransi 

pinjaman. 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah 

terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut: 

a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman 

bermasalah (RPM) sebagai berikut: 

(1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL) 

(2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR) 

(3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm) 

b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang 

disalurkan. 

RPM = (50% x PKL)+(75% x PDR)+(100% x Pm) 

  Pinjaman yang diberikan 

c) Perhitungan penilaian: 

(1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0; 

(2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, 

dengan maksimum nilai 100; 

(3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor. 

(Permen KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 
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Tabel 6. Standar Perhitungan RPM 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

> 45 0 5 0 
40 < x ≤ 45 10 5 0,5 
30 < x ≤ 40 20 5 1,0 
20 < x ≤ 30 40 5 2,0 
10 < x ≤ 20 60 5 3,0 
0 < x ≤ 10 80 5 4,0 

= 0 100 5 5,0 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah 

 

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang 

dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman 

macet/tidak tertagih. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko 

terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan 

penghapusan diberi nilai 0; 

b) Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 

1 sampai dengan maksimum 100; 

c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor 

(Permen KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Tabel 7. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko 

terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

0 0 5 0 
0 < x ≤ 10 10 5 0,5 
10 < x ≤ 20 20 5 1,0 
20 < x ≤ 30 30 5 1,5 
30 < x ≤ 40 40 5 2,0 
40 < x ≤ 50 50 5 2,5 
50 < x ≤ 60 60 5 3,0 
60 < x ≤ 70 70 5 3,5 
70 < x ≤ 80 80 5 4,0 
80 < x ≤ 90 90 5 4,5 

90 < x ≤ 100 100 5 5,0 

  Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
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4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI 

No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “pinjaman 

diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP 

kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”, 

sedangkan “pinjaman yang diberikan adalah dana yang 

dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau 

sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan 

oleh peminjam”. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman 

yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 8. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 
>30 25 5 1,25 

26 – 30 50 5 2,50 
21 – <26 75 5 3,75 

< 21 100 5 5,00 
Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

c. Penilaian Manajemen 

 

Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/ 

sekelompok orang, atau bisa juga merupakan proses. Manajemen 

dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada 

hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa 

tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau 

didukung oleh unsur-unsur lainnya (Hendrojogi, 2002: 135). 

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan 

melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk 



43 

 

 
  

mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem 

manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan 

diterapkannya fungsi-fungsi manajemen. 

Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen, yaitu: 

Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, 

Manajemen aktiva, dan Manajemen likuiditas. Adapun daftar 

pertanyaan aspek manajemen yang dinilai ada pada bagian lampiran 3. 

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban 

pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan 

komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir): 

1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap 

jawaban pertanyaan “ya”). 

3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk 

setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

(Permen  KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Penilaian aspek manajemen KSP secara lebih rinci 

dijelaskan dalam tabel dibawah ini: 
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1) Manajemen Umum 

 

Tabel 9. Standar Perhitungan Manajemen Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

2) Manajemen Kelembagaan 

 

Tabel 10. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan 

Jumlah Jawaban Ya Skor 
1 0,50 
2 1,00 
3 1,50 
4 2,00 
5 2,50 
6 3,00 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

3) Manajemen Permodalan 

 

Tabel 11. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan 

Jumlah Jawaban Ya Skor 
1 0,60 
2 1,20 

3 1,80 
4 2,40 
5 3,00 

        Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

 

 

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,25 
2 0,50 
3 0,75 
4 1,00 

5 1,25 

6 1,50 
7 1,75 
8 2,00 
9 2,25 

10 2,50 
11 2,75 

12 3,00 
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4) Manajemen Aktiva 

 

Tabel 12. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva 

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,30 
2 0,60 
3 0,90 
4 1,20 
5 1,50 
6 1,80 
7 2,10 
8 2,40 
9 2,70 

10 3,00 

                    Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

5) Manajemen Likuiditas 

 

Tabel 13. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas 

Jumlah Jawaban Ya Skor 
1 0,60 
2 1,20 
3 1,80 
4 2,40 
5 3,00 

                    Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

d. Penilaian Efisiensi 

 Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai 

dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan 

yang dijalankan. Apabila suatu koperasi dapat berjalan secara efisien 

maka koperasi tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan apa 

yang telah ditetapkan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut 

kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan 

penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.  

 Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) 

rasio yaitu: Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi 
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bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio efisiensi 

pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa 

besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien 

kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya. 

1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto 

 

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha 

dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan 

partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari 

partisipasi anggota terhadap usaha jasa    keuangan koperasi 

dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok.  

Perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi 

bruto ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 

0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 

diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% 

nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 

100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor 

penilaian. 

(Permen KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Tabel 14. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi 

Anggota terhadap Partisipasi Bruto 

Rasio (%) 
 

Nilai Bobot (%) 
 

Skor 

> 100 0 4 1 
95 < x < 100 50 4 2 
90 < x < 95 75 4 3 
0 < x < 90 100 4 4 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
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2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor 

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan 

sebagai berikut: 

a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk 

setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 

sampai dengan maksimum nilai 100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor 

penilaian: 

(Permen KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Tabel 15. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha 

Terhadap SHU Kotor 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

>80 25 4 1 
60 < x < 80 50 4 2 
40 < x < 60 75 4 3 

0 < x < 40 100 4 4 
Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 

3) Rasio efisiensi pelayanan 

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan 

membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, 

dan ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk 

rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, 

selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 

5 sampai dengan maksimum nilai 100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor 

penilaian. (Permen KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

 

Tabel 16. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan 

Rasio Efisiensi Staf (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 5 100 2 2,0 
5 < x < 10 75 2 1,5 
10 < x < 15 50 2 1,0 

> 15 0 2 0,0 
Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
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e. Likuiditas 

 

Koperasi simpan pinjam dan unit simpan perlu memperhatikan 

tingkat likuiditasnya dalam rangka menjaga kelangsungan usaha. 

Likuiditas sendiri berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mengubah aktiva menjadi 

kas atau memperoleh kas. Sehingga, penilaian ini dipergunakan untuk 

memenuhi posisi keuangan dalam jangka pendek, yaitu kemampuan 

koperasi menyediakan (mudah diuangkan) guna menjamin pembayaran 

hutang jangka pendek atau jangka panjang yang telah jatuh 

tempoLikuiditas merupakan kemampuan Koperasi Simpan Pinjam 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif 

terhadap likuiditas KSP dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio 

kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan Rasio pinjaman yang 

diberikan terhadap dana yang diterima. Semakin besar penilaian rasio-

rasio likuiditas, maka semakin baik pula kinerja koperasi tersebut. 

1) Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar 

 

Tatik Suryani, dkk (2008: 82) menjelaskan bahwa “Kas adalah 

alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas 

digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, 

sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang 

siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP 

atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang 

koperasi jangka pendek. Pengukuran rasio kas + bank terhadap 
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kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 

100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % 

diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % 

diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi 

nilai 25. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian 

 (Permen  KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

Tabel 17. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap 

Kewajiban Lancar 

Rasio Kas (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 10 25 10 2,5 
10 < x < 15 100 10 10 
15 < x < 20 50 10 5 

> 20 25 10 2,5 
Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

2) Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM 

RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Pinjaman 

yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut 

masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok 

tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. 

Sedangkan “dana diterima adalah total pasiva selain hutang biaya 

dan SHU belum dibagi”. 

 Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang 

diterima ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, 

untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 

sampai dengan maksimum 100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.  

(Permen  KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 
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Tabel 18. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang 

diberikan terhadap Dana yang Diterima 

Rasio Pinjaman (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 60 25 5 1,25 
60 < x < 70 50 5 2,50 
70 < x < 80 75 5 3,75 
80 < x < 90 100 5 5 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 

f. Kemandirian dan Pertumbuhan 

 

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merupakan hal yang 

penting karena berkaitan dengan kemampuan koperasi untuk berkembang 

dalam pengelolaan usaha dan meningkatkan kemampuan koperasi untuk 

memberikan balas jasa terhadap anggota (SHU). Berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 

20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “kemandirian dan 

pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi 

dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar 

pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya”. 

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan 

pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan 

kemandirian operasional. 

1) Rasio rentabilitas aset 

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak yang 

dibandingkan dengan semua total aset, perhitungannya ditetapkan 

sebagai berikut: 
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a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, 

untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai 

dengan maksimum 100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian 

(Permen  KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

 

  Tabel 19. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset 

Rasio Rentabilitas 

Aset (%) 

 

Nilai Bobot (%) 
 

Skor 

< 5 25 3 0,75 

5 < x < 7,5 50 3 1,50 

7,5 < x < 10 75 3 2,25 

> 10 100 3 3,00 

  Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 

2) Rasio rentabilitas modal sendiri 

 

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota 

dibandingkan total modal sendiri. SHU bagian anggota adalah 

SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok, dan 

simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan KSP.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI 

No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa “total modal 

sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan 

simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan 

wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan 

dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah 

dengan maksimal 50% modal penyertaan”. 

Perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan 

sebagai berikut: 

a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% 

diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 
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25 sampai dengan maksimum 100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. 

(Permen  KUKM  No 4/Per/M.KUKM/XII/2009) 

 

Tabel 20. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal   

 

 

 

 

 

 
Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 
3) Rasio kemandirian operasional pelayanan 

 

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi netto yang 

dibandingkan dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian. 

Partisipasi netto adalah partisipasi bruto dikurangi beban pokok. 

Sedangkan beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang 

dihimpun dari anggota. 

Perhitungan rasio kemandirian operasional ditetapkan 

sebagai berikut: 

a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama 

dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 

% diberi nilai 100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. 

(Permen  KUKM  No  /Per/M.KUKM/XII/2009) 

Tabel 21. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional 
 
 
 
 

 
Sumber: Permen KUKM No14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
 

 

Rasio Rentabilitas 

Ekuitas (%) 

 

Nilai Bobot (%) 
 

Skor 

< 3 25 3 0,75 

3 < x < 4 50 3 1,50 

4 < x < 5 75 3 2,25 

> 5 100 3 3,00 

Rasio Kemandirian 

Operasional (%) 
Nilai 

Bobot 

(%) 
Skor 

< 100 0 4 0 

> 100 100 4 4 
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g. Jatidiri Koperasi 

 

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu 

mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi 

menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: 

1) Rasio Partisipasi Bruto 

 

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi 

dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya 

semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada 

koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang 

mencakup beban pokok dan partisipasi netto. 

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan 

membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto 

ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk 

setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai 

dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian 

(Permen  KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Tabel 22. Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

 

Rasio Partisipasi 

Bruto (%) 

 

Nilai Bobot (%) 
 

Skor 

< 25 25 7 1,75 
25 < x < 50 50 7 3,50, 

50 < x < 75 75 7 5,25 
> 75 100 7 7 



54 

 

 
  

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

 

Rasio ini yang mengukur kemampuan koperasi 

memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi 

biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, 

semakin tinggi persentasenya semakin baik. 

Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan 

membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan 

pokok ditambah simpanan wajib. 

Promosi Ekonomi Anggota (PEA): Manfaat MEPPP + 

Manfaat SHU. MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi 

Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi 

yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi 

dengan KSP, sedangkan manfaat SHU adalah SHU bagian 

anggota yang diperoleh satu tahun sekali berdasarkan perhitungan 

partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP.  

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan 

kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu 

seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya 

sama dengan semua anggota, sedangkan simpanan wajib adalah 

simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk 

membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.  

Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

ditetapkan sebagai berikut: 
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a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio 

antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap 

kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai 

dengan nilai maksimum 100. 

b) Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian  

(Permen  KUKM  No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 

Tabel 23. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi 

Anggota 

Rasio PEA (%) Nilai Bobot (%) Skor 

< 5 0 3 0,00 
5 < x < 7,5 50 3 1,50, 
7,5 < x < 10 75 3 2,25 

> 10 100 3 3 
    Sumber: Permen KUKM No14/Per/M.KUKM/XII/2009 

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

 

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Alfi Rochmaning Tyas (2014), 

yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 

2011-2013”.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP 

Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat 

secara rerata mendapatkan skor 68,02. Perbedaan dalam penelitian ini 

adalah objek yang dievaluasi mencakup koperasi sekabupaten Rembang. 

Perasamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu 

aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, 

aspek likuditas, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan 

aspek jatidiri koperasi. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Asih Wijayanti (2012) dengan judul 

“Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulonprogo 

Tahun 2009-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aspek 

keuangan dan manajemen KSP di Kabupaten Kulonprogo tahun 

2009-2010 dalam kategori cukup sehat dengan peroleh skor rata-rata 

73,6. Kinerja KSP konvensional dalam kategori cukup sehat dengan 

skor rata- rata 70,6. Kinerja KSP Syari’ah dalam kategori cukup sehat 

dengan skor rata-rata 76,67. Perbedaan dalam penelitian adalah objek 

yang dievaluasi, yaitu membandingkan koperasi berbasis syari’ah dan 

koperasi konvensional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-

sama berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tahun 

2009. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Elliana Hayati (2012) dengan 

judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Abdi Negara” Kabupaten 

Magelang Periode Tahun 2007-2010”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat kesehatan KPRI “Abdi Negara” Kabupaten Magelang 

periode 2007-2010 berada dalam kategori cukup sehat dengan rincian 

aspek permodalan berada dalam kategori cukup sehat; aspek aktiva 

produktif berada dalam kategori sehat; aspek manajemen berada dalam 

kategori sehat; aspek efisiensi berada dalam kategori cukup sehat, aspek 

likuiditas berada dalam kategori kurang sehat; aspek kemandirian dan 

pertumbuhan berada dalam kategori sangat tidak tidak sehat; aspek 
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jatidiri berada dalam kategori kurang sehat. Perbedaan dalam penelitian 

adalah objek yang dievaluasi yaitu Unit Simpan Pinjam. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah sama- sama menilai tingkat kesehatan 

koperasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan 

UKM tahun 2009. 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

Salah satu permasalahan yang ada dalam Koperasi Simpan 

Pinjam di Kabupaten Rembang adalah belum tercapainya KSP secara 

kualitasnya. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

berpedoman Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usah Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha 

Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang 

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam Koperasi. Kesehatan KSP dianalisis berdasarkan 

beberapa aspek. Penilaian meliputi aspek keuangan dan manajemen. 

Aspek keuangan terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas 

aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian 

dan pertumbuhan, serta aspek jati diri koperasi. Dari aspek 

manajemen meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen 

permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Dari skor 

masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan 
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kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Hasil dari penelitian akan 

menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam yang 

berada pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, atau 

sangat tidak sehat. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian 
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D. Pertanyaan Penelitian 

 

1. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, 

aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian 

dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014? 

2. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, 

aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian 

dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

dengan cara menelaah laporan keuangan koperasi untuk mencari rasio pada 

setiap aspek kesehatan koperasi. Penelitian studi kasus merupakan penelitian 

yang mencermati suatu sasaran secara mendalam. Penelitian deskriptif adalah 

jenis penelitian yang menggambarkan kejadian sebenarnya tentang suatu 

variabel gejala atau keadaan. Dimensi waktu yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah time series dari tahun 2014-2015. 

Dalam penelitian ini objek yang dievaluasi adalah kesehatan koperasi. 

Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketentuan yang 

dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M. KUKM/XII/2009. Hasil 

penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan baik pada tingkatan perencanaan maupun tingkatan 

pelaksanaan. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut pengambil kebijakan 

dapat memperbaikci unsur-unsur yang lemah dari kebijakan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari observasi 

penelitian pada 02 Agustus 2016 sampai 23 Januari 2017. 
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C. Objek dan Subjek Penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah seluruh aspek keuangan yang meliputi 

permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan 

Pertumbuhan, dan jatidiri koperasi serta manajemen koperasi pada tahun 

2014-2015. Subjek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam di 

Kabupaten Rembang. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu 

Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Tingkat Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan 

sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat sesuai 

dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Ruang lingkup penilaian 

kesehatan Koperasi Simpan Pinjam meliputi penilaian terhadap beberapa 

aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek 

manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan 

pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi 

1. Aspek Permodalan 

 

Permodalan koperasi merupakan dana yang digunakan untuk 

melakukan usaha-usaha koperasi. Permodalan mempunyai peran penting 

untuk menjalankan koperasi karena modal adalah hal utama dalam 

menjalankan koperasi, tanpa adanya modal maka koperasi tidak dapat 
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menjalankan kegiatan koperasi. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan 

rasio modal sendiri terhadap modal aset, rasio modal sendiri terhadap 

pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. 

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

 

Kualitas aktiva produktif sering juga disebut earning asset yaitu aset 

yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai 

tingkat hasil yang diharapkan. Aktiva Produktiv juga bisa dinatakan 

kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi. 

Dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap 

volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap 

pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman 

bermasalah dan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang 

diberikan. 

3. Aspek Manajemen 

 

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan 

melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai 

tujuan koperasi yang baik maka harus memerhatikan Penilaian 

manajemen meliputi 5 aspek yaitu manajemen umum, kelembagaan, 

manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. 

4. Aspek Efisiensi 

 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi 

besarnya sumber biaya untuk mencapai hasil dari keiatan yang 

dijalankan. Penilaian efisiensi koperasi menyangkut kemampuan 
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koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan ase dan biaya 

seefisien mungkin. Aspek efisiensi KSP berdasarkan pada 3 rasio yaitu 

rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban 

usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan. 

5. Aspek Likuiditas 

 

Aspek likuiditas merupakan aspek yang menyangkkut tentang 

kemampuan koperasi simpan pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Penilaian aspek likuiditas dinilai melalui 2 rasio yaitu rasio 

kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang 

diberikan terhadap dana yang diterima. 

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

 

Kemandirian dan pertumbuhan merujuk bagaimana kemampuan 

koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar 

pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan di bandingkan tahun 

sebelumnya. Penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi dinilai 

berdasarkan pada 3 rasio yaitu rentabilitas asset, rentabilitas modal 

sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan. 

7. Aspek Jatidiri  Koperasi 

 

Penilaian aspek jatidiri koperasi bertujuan untuk mengukur 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yatitu mempromosikan 

ekonomi anggota. Dalam menilai aspek jatidiri operasi dapat 

menggunakan 2 rasio yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi 

ekonomi anggota. 
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E. Jenis Data dan Sumber Data yang Diperlukan 

 

1. Jenis Data 

 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. 

2. Sumber Data 

 

Sumber data untuk menilai tingkat kesehatan koperasi adalah data 

sekunder yang berasal dari laporan pertanggungjawaban pengurus 

yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), khususnya 

laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang 

yang berjumlah 15 koperasi tahun 2014-2015. Data Primer diperoleh 

melalui kuesioner yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan UKM Tahun 2009 yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang 

dari segi manajemennya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara: 

1. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2008: 199), “ Angket atau kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan secara tertulis kepada responden 

untuk dijawab”. Kuesioner dalam penelitian ini berpedoman berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
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Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang digunakan untuk 

mengetahui Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembag Tahun 2014-2015 dari segi manajemennya. 

2. Dokumentasi 

Menurut Supardi (2005: 138), penjaringan data dengan metode 

dokumentasi adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer 

dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan 

(baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data 

gambar/foto/blue print dan lain sebagainya. 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada 

pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan 

keuangan pada KSP di Kabupaten Rembang. 

G. Instrumen Penilaian 

 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah data 

sekunder berupa dokumen dalam bentuk laporan keuangan KSP di 

Kabupaten Rembang tahun 2014-2015. Laporan keuangan tersebut 

digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi dilihat dari aspek 

permodalan, aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan 

pertumbuahan, serta jatidiri koperasi. 

Instrumen lain yang digunakan adalah pedoman wawancara 

(berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 

14/Per/M.KUKM/XII/2009) untuk menilai aspek manajemen yang terdiri 

dari manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, 
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manajemen aktiva dan manajemen likuiditas pada tahun 2014-2015. 

H. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan 

UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSP 

 

 Penilaian aspek-aspek kesehatan koperasi diberikan bobot 

sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. 

Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan 

dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek 

dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut: 
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Tabel 24. Aspek, Komponen, dan Penilian Tingkat Kesehatan KSP 

No 

Aspek 

yang 

Dinilai 

Komponen 
Bobot 

Penilaian 

1. Permodalan  15 

  a. Rasio modal sendiri terhadap total aset 
modal sendiri 

x100% 
total aset 

b. Rasio   modal   sendiri   terhadap  pinjaman 

diberikan yang berisiko 
modal sendiri 

x100% 
pinjaman diberikan yang berisiko 

c. Rasio kecukupan modal sendiri 
modal sendiri tertimbang 

x100% 
ATMR 

 
6 

 

 

6 

 

3 

2. Kualitas Aktiva Produktif  25 

  a. Rasio volume pinjaman pada anggota 

terhadap volume pinjaman  diberikan 

volume pinjaman pada anggota 
x100% 

volume pinjaman 
b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap 

pinjaman yang diberikan 
pinjaman bermasalah 

x100% 
pinjaman diberikan 

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman 

bermasalah 
cadangan risiko 

x100% 
pinjaman bermasalah 

d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap 

pinjaman yang diberikan 
pinjaman yang berisiko 

x100% 
pinjaman yang diberikan 

 
 

10 

 

 

5 

 

5 

 

5 

3. Manajemen  15 

  a. Manajemen umum 

b. Kelembagaan 

c. Manajemen  permodalan 

d. Manajemen aktiva 

e. Manajemen likuiditas 

3 

3 

3 

3 

3 

 

4. Efisiensi  10 

  a. Rasio beban operasi anggota terhadap 

partisipasi bruto 
beban operasi anggota 

x100% 
partisipasi bruto 

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 
beban usaha 

x100% 
SHU kotor 

c. Rasio efisiensi pelayanan 

 
4 

 

 

4 

 

2 
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Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 

2. Penilaian Tingkat Kesehatan KSP 

 Perincian mengenai tata cara penilaian kesehatan koperasi 

simpan pinjam menggunakan pedoman sebagai berikut:  

Tabel 25. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP 

 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 

  biaya karyawan 
x100% 

volume pinjaman 

  

5. Likuiditas  15 

  a. Rasio kas 
kas+bank 

x100% 
kewajiban lancar 

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap 

dana yang diterima 
pinjaman yang diberikan 

x100% 
dana yang diterima 

 

 
10 

 

 
5 

 

6. Kemandirian dan pertumbuhan  10 

  a. Rentabilitas aset 
SHU sebelum pajak 

x100% 
total aset 

b. Rentabilitas modal sendiri 
SHU bagian anggota 

x100% 
total modal sendiri 

c. Kemandirian operasional pelayanan 
partisipasi neto 

x100% 
beban usaha+beban perkoperasian 

 

3 

 

 
3 

 

 
4 

 

7. Jatidiri koperasi  10 

  a. Rasio partisipasi bruto 
partisipasi bruto 

x100% 
partisipasi  bruto+pendapatan 

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 
PEA 

x100% 
simpanan pokok+simpanan wajib 

 

7 

 

 
3 

 

  Jumlah  100 

SKOR PREDIKAT 

80 < x < 100 SEHAT 

60 < x < 80 CUKUP SEHAT 

40 < x < 60 KURANG SEHAT 

20 < x < 40 TIDAK SEHAT 

< 20 SANGAT TIDAK SEHAT 
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Keterangan: 

a. Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian 

terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri 

koperasi dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan 

KSP yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu: 

1) Sehat; 

2) Cukup sehat; 

3) Kurang sehat; 

4) Tidak sehat; atau; 

5) Sangat tidak sehat. 

 

b. Penetapan predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi berdasarkan 

skor sebagai berikut: 

1) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam 

predikat ”Sehat”; 

2) Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, 

termasuk dalam predikat ”Cukup Sehat”; 

3) Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, 

termasuk dalam predikat ”Kurang Sehat”; 

4) Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, 

termasuk dalam predikat ”Tidak Sehat”; 

5) Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat 

”Sangat Tidak Sehat”. 

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Koperasi di Kabupaten Rembang 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang, Jawa Tengah. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang diteliti adalah 

sebanyak 15 koperasi. Pada awalnya penelitian ini menggunakan 24 koperasi 

yang berada di Kabupaten Rembang, akan tetapi dikarenakan keterbatasan data 

maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 koperasi. Adapun 

gambaran masing-masing koperasi adalah sebagai berikut: 

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sejahtera 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sejahtera yang saat ini diketuai 

olaeh Suwandi berdiri pada tanggal 14 September 2004 dengan Badan 

Hukum No. 270-16/ BH/518/ /IX.2004. Koperasi ini beralamat di Gg. 

Bahan Lr. Dirgantara No. 8 Kelurahan Tanjungsari, Kabupaten Rembang. 

2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Budhi Santoso 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Budhi Santoso yang saat ini diketuai 

oleh Sukadi berdiri pada tanggal 28 November 1995 dengan Badan Hukum 

No. 8974b/ BH/PAD/KWK.11/XI./1995. Koerasi ini beralamat di Jl. Blora 

Km 5 Turus Gede, Kabupaten Rembang. 

3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja yang saat ini diketuai 

oleh H.M.Atna Tukiman, SE., berdiri pada tahun 1994 dengan Badan 
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Hukum No. 12198/BH/VI/1994. Koperasi ini beralamat di Jl. Pemuda Km 

3.5, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Telp (0295) 69377. 

4. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Rejeki 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Rejeki yang saat ini diketuai 

oleh Ahmad Shodiqin SH., berdiri pada tanggal 31 Juli 1995 dengan Badan 

Hukum No. 12485/BH/KWK.II/5/VII/1995. Koperasi ini beralamat di Jl 

Raya Rembang No. 5 Desa Tireman Kecamatan Rembang, Kabupaten 

Rembang. 

5. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Bersama 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Bersama yang saat ini diketuai 

oleh Drs. H. Muchsin MZ berdiri pada tanggal 17 Januari 2004 dengan 

Badan Hukum No. 225/b/BH/PAD/518.01/I./2004. Koperasi ini beralamat 

di Jl. Sudirman 123, Kabupaten Rembang. 

6. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Jaya 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Jaya yang saat ini diketuai oleh 

Juanda Sitorus berdiri pada tahun 1996 dengan Badan Hukum No. 9981b/ 

BH/PAD/KWKII/VI/1996. Koperasi ini beralamat di Gajah Mada Gg. 

Wijaya Kusuma Rt 05 Rw 01 Magersari, Kabupaten Rembang. 

7. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tujuh Enam 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tujuh Enam yang saat ini diketuai 

oleh Budi Santoso berdiri pada tanggal 27 Juli 2004 dengan Badan Hukum 

No. 518.14/BH/VII/2004, yang beralamat di Jl Slamet Riyadi 7 Ketanggi, 

Kabupaten Rembang. 
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8. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utomo 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utomo yang saat ini diketuai oleh 

Hartatik berdiri pada tahun 1998 dengan Badan Hukum No. 

13980/BH/KWK.11/XI/1994. Koperasi ini beralamat di Jl. Gajah Mada No. 

6, Kabupaten Rembang. 

9. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhakti Sentosa Jaya 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhakti Sentosa Jaya yang saat ini 

diketuai oleh HM. Subandriyo berdiri pada tahun 2006 dengan Badan 

Hukum No. 033/ BH/XIV22/XII/06. Koperasi ini beralamat di Dusun 

Tireman RT 02 RW 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. 

10. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Harapan Ummat 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Harapan Ummat yang saat ini  

diketuai oleh dr. H. Imam Mujiyono berdiri pada tahun 2007 dengan Badan 

Hukum No. 067.b/BH/PAD/XVI.22/XI/2007. Koperasi ini beralamat di Jl. 

Raya Lasem Km 2 No.27 Pamotan,  Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. 

11. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ummat Sejahtera Abadi 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ummat Sejahtera Abadi yang 

saat ini diketuai oleh Sudarto berdiri pada tahun 2008 dengan Badan Hukum 

No. 233a/BH/XVI.22/IV/2008. Koperasi ini beralamat di Jl. Pemuda Km 2,  

Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. 

12. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Siti Hajar 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Siti Hajar yang saat ini diketuai oleh 

Drs. Edi Siswo Purnomo berdiri pada tanggal 10 Februari 2007 dengan 
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Badan Hukum No. 001/BH/XVI.22/II/2007. Koperasi ini beralamat di Jl. 

Slamet Riyadi,  Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. 

13. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makmur Barokah 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makmur Barokah yang saat ini 

diketuai oleh Suwito berdiri pada tanggal 30 Desember 2006 dengan Badan 

Hukum No. 035/BH/XIV.22/XII. Koperasi ini beralamat di Dusun Ketanggi 

RT 01 RW 01, Rembang. 

14. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Sakti 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Sakti yang saat ini diketuai oleh 

Megah Erisniawati berdiri pada tanggal 27 Juli 2004 dengan Badan Hukum 

No. 267.13/BH/518/VII/2004. Koperasi ini beralamat di Jl. Slamet Riyadi 

No.18B –Telp (0295) 691504, Rembang. 

15. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Agung 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Agung yang saat ini diketuai 

oleh H. Imam Hanafi, BA., berdiri pada tanggal 31 Juli 2000 dengan Badan 

Hukum No. 12497a/BH/PAD/KDK 11-13/VII Tanggal 31 Juli 2000. 

Koperasi ini berpusat di Kabupaten Rembang. 

 

B. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 

14/Per/M.KUKM/XII/2009. Aspek yang dinilai yaitu Permodalan, Kualitas 

Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Pertumbuhan dan 

Kemandirian serta Jatidiri Koperasi. Hasil analisis akan memberikan gambaran 
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mengenai tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi yang berada di wilayah 

Kabupaten Rembang dengan jumlah 15 Koperasi Simpan Pinjam. Adapun 

perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Permodalan 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset, dihitung dengan rumus: 

x 100% 

Tabel 26. Rasio dan Skor Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 

2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 44 6 40 6 

2 Budi Santoso 32 3 33 3 

3 Bhina Raharja 45 6 45 6 

4 Sumber Rejeki 17 1.5 15 1.5 

5 Maju Bersama 82 1.5 75 3 

6 Maju Jaya 7 1.5 10 1.5 

7 Tujuh Enam 24 3 28 3 

8 Utomo 57 6 61 3 

9 Bhakti Sentosa Jaya 53 6 60 6 

10 Harapan Ummat 6 1.5 6 1.5 

11 Umat Sejahtera Abadi 13 1.5 14 1.5 

12 Siti Hajar 22 3 19 1.5 

13 Makmur Barokah 54 6 56 6 

14 Sinar Sakti 37 3 55 6 

15 Sumber Agung 38 3 27 3 

Rata-Rata 35 5 36 4.5 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)  

 

Tabel 26 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan modal 

sendiri terhadap total aset pada koperasi di Kabupaten Rembang pada 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini 
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adalah 6 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada 

tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 5 dan 

pada tahun 2015 memperoleh skor 3,5. Hasil perhitungan ini selanjutnya 

akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan 

koperasi.  

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko, 

dihitung dengan rumus: 

x 100 

Tabel 27. Rasio dan Skor Modal Sendiri terhadap Pinjaman 

Diberikan yang Berisiko tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera >100 6 >100 6 

2 Budi Santoso >100 6 >100 6 

3 Bhina Raharja >100 6 >100 6 

4 Sumber Rejeki >100 6 >100 6 

5 Maju Bersama >100 6 >100 6 

6 Maju Jaya >100 6 >100 6 

7 Tujuh Enam >100 6 >100 6 

8 Utomo >100 6 >100 6 

9 Bhakti Sentosa Jaya >100 6 >100 6 

10 Harapan Ummat >100 6 >100 6 

11 Umat Sejahtera Abadi >100 6 >100 6 

12 Siti Hajar >100 6 >100 6 

13 Makmur Barokah >100 6 >100 6 

14 Sinar Sakti >100 6 >100 6 

15 Sumber Agung >100 6 >100 6 

Rata-Rata >100 6 >100 6 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 27 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan modal 

sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada koperasi di 
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Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor 

maksimal untuk rasio ini adalah 6 dan skor rata-rata hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang 

memperoleh skor 6 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 6. Hasil 

perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk 

menghitung tingkat kesehatan koperasi.  

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri, dihitung dengan rumus: 

x 100% 

Tabel 28. Rasio dan Skor Kecukupan Modal Sendiri tahun 2014-

2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 86 3 25 3 

2 Budi Santoso 54 1.5 53 1.5 

3 Bhina Raharja 75 1.5 74 1.5 

4 Sumber Rejeki 62 1.5 61 1.5 

5 Maju Bersama 67 1.5 66 1.5 

6 Maju Jaya 62 1.5 64 1.5 

7 Tujuh Enam 100 3 102 3 

8 Utomo 74 1.5 86 2.25 

9 Bhakti Sentosa Jaya 290 3 254 3 

10 Harapan Ummat 81 2.25 88 2.25 

11 Umat Sejahtera Abadi 80 2.25 67 1.5 

12 Siti Hajar 75 1.5 71 1.5 

13 Makmur Barokah 98 2.25 82 2.25 

14 Sinar Sakti 93 2.25 74 1.5 

15 Sumber Agung 66 1.5 70 1.5 

Rata-Rata 91 3 82 3 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

  

Tabel 28 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan kecukupan 

modal sendiri pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 
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sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 3 dan 

skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 

koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 3 dan pada tahun 

2015 juga memperoleh skor 3. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan 

diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan 

koperasi.  

Dari perhitungan tiga rasio dalam aspek permodalan pada KSP di 

Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa pada tahun 2014 memperoleh 

skor sebesar 14 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 13,5, sedangkan 

total skor maksimal dalam aspek permodalan adalah 15. Hal ini 

memberikan arti bahwa aspek permodalan pada koperasi di Kabupaten 

Rembang baik karena hasil perhitungan hampir mendekati skor 

maksimal. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek 

lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten 

Rembang tahun 2014 dan 2015. 

2. Kualitas Aktiva Produktif 

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman 

Diberikan, dihitung dengan rumus: 

x 100% 

 

 

 

 

 

 

Tabel 29. Rasio dan Skor Volume Pinjaman pada Anggota terhadap 

Volume Pinjaman Diberikan tahun 2014-2015 
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No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 100 10 100 10 

2 Budi Santoso 100 10 100 10 

3 Bhina Raharja 100 10 100 10 

4 Sumber Rejeki 100 10 100 10 

5 Maju Bersama 100 10 100 10 

6 Maju Jaya 100 10 100 10 

7 Tujuh Enam 100 10 100 10 

8 Utomo 100 10 100 10 

9 Bhakti Sentosa Jaya 100 10 100 10 

10 Harapan Ummat 100 10 100 10 

11 Umat Sejahtera Abadi 100 10 100 10 

12 Siti Hajar 100 10 100 10 

13 Makmur Barokah 100 10 100 10 

14 Sinar Sakti 100 10 100 10 

15 Sumber Agung 100 10 100 10 

Rata-Rata 100 10 100 10 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 29 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan volume 

pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada 

koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 

2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 10 dan skor rata-rata hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten 

Rembang memperoleh skor 10 dan pada tahun 2015 juga memperoleh 

skor 10. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio 

lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.  

 

 

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan, 

dihitung dengan rumus: 
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x 100% 

Tabel 30. Rasio dan Skor Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap 

Pinjaman yang Diberikan tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 10 4 10 4 

2 Budi Santoso 10 4 10 4 

3 Bhina Raharja 10 4 10 4 

4 Sumber Rejeki 10 4 10 4 

5 Maju Bersama 10 4 10 4 

6 Maju Jaya 10 4 10 4 

7 Tujuh Enam 10 4 10 4 

8 Utomo 10 4 10 4 

9 Bhakti Sentosa Jaya 10 4 10 4 

10 Harapan Ummat 10 4 10 4 

11 Umat Sejahtera Abadi 10 4 10 4 

12 Siti Hajar 10 4 10 4 

13 Makmur Barokah 10 4 10 4 

14 Sinar Sakti 10 4 10 4 

15 Sumber Agung 10 4 10 4 

Rata-Rata 10 4 10 4 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)  

 

Tabel 30 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan risiko 

pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada koperasi di 

Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor 

maksimal untuk rasio ini adalah 5 dan skor rata-rata hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang 

memperoleh skor 4 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 4. Hasil 

perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk 

menghitung tingkat kesehatan koperasi.  
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c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah, dihitung dengan 

rumus: 

x 100% 

Tabel 31. Rasio dan Skor Cadangan Risiko terhadap Pinjaman 

Bermasalah tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 0 0 10 1 

2 Budi Santoso 56 3 67 5 

3 Bhina Raharja 53 3 52 5 

4 Sumber Rejeki 56 3 49 5 

5 Maju Bersama 639 5 611 5 

6 Maju Jaya 27 1.5 38 2 

7 Tujuh Enam 212 5 219 5 

8 Utomo 24 1.5 32 3.5 

9 Bhakti Sentosa Jaya 606 5 2148 5 

10 Harapan Ummat 25 1.5 24 1.5 

11 Umat Sejahtera Abadi 21 1.5 19 1 

12 Siti Hajar 8 0.5 9 0.5 

13 Makmur Barokah 122 5 101 5 

14 Sinar Sakti 0 0 0 0 

15 Sumber Agung 14 1 20 1 

Rata-Rata 124 2.5 227 3 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)  

 

Tabel 31 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan cadangan 

risiko terhadap pinjaman bermasalah pada koperasi di Kabupaten 

Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal 

untuk rasio ini adalah 5 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh 

skor 2,5 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 3. Hasil perhitungan ini 
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selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat 

kesehatan koperasi.  

d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan, 

dihitung dengan rumus: 

x 100% 

Tabel 32. Rasio dan Skor Pinjaman yang Berisiko terhadap 

Pinjaman yang Diberikan tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 0 5 0 5 

2 Budi Santoso 0 5 0 5 

3 Bhina Raharja 0 5 0 5 

4 Sumber Rejeki 0 5 0 5 

5 Maju Bersama 0 5 0 5 

6 Maju Jaya 0 5 0 5 

7 Tujuh Enam 0 5 0 5 

8 Utomo 0 5 0 5 

9 Bhakti Sentosa Jaya 0 5 0 5 

10 Harapan Ummat 0 5 0 5 

11 Umat Sejahtera Abadi 0 5 0 5 

12 Siti Hajar 0 5 0 5 

13 Makmur Barokah 0 5 0 5 

14 Sinar Sakti 0 5 0 5 

15 Sumber Agung 0 5 0 5 

Rata-Rata 0 5 0 5 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 32 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan pinjaman 

yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada koperasi di 

Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor 

maksimal untuk rasio ini adalah 5 dan skor rata-rata hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang 
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memperoleh skor 0 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 0. Hasil 

perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk 

menghitung tingkat kesehatan koperasi.  

Dari perhitungan empat rasio dalam aspek kualitas aktiva produktif 

tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahawa pada tahun 2014 diperoleh 

skor rata-rata sebesar 16,5 dan pada tahun 2015 sebesar 17, sedangkan 

total skor maksimal untuk aspek ini adalah 25. Hal ini memberikan arti 

bahwa aspek kualitas aktiva produktif pada koperasi di Kabupaten 

Rembang baik karena memperoleh angka lebih dari 50% dari total skor 

maksimal. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek 

lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten 

Rembang tahun 2014 dan 2015. 

3. Manajemen 

Penilaian dari aspek manajemen diambil dari jawaban kuesioner yang 

diperoleh dari wawancara pada setiap KSP di Kabupaten Rembang yang 

berjumlah 15 Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya dilakukan penskoran 

mengenai jawaban dari setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Berikut 

ini hasil dari penskoran yang telah dilakukan dari 5 aspek manajemen untuk 

menghitung tingkat kesehatan koperasi: 

 

 

 

a. Manajemen Umum 
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Tabel 33. Skor Aspek Manajemen Umum tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 
Tahun 2014 Tahun 2015 

Ya Skor Ya Skor 

1 Mitra Sejahtera 11 2.75 11 2.75 

2 Budi Santoso 11 2.75 11 2.75 

3 Bhina Raharja 11 2.75 11 2.75 

4 Sumber Rejeki 10 2.5 10 2.5 

5 Maju Bersama 10 2.5 10 2.5 

6 Maju Jaya 10 2.5 10 2.5 

7 Tujuh Enam 10 2.5 10 2.5 

8 Utomo 10 2.5 10 2.5 

9 Bhakti Sentosa Jaya 10 2.5 10 2.5 

10 Harapan Ummat 11 2.75 11 2.75 

11 Umat Sejahtera Abadi 10 2.5 10 2.5 

12 Siti Hajar 11 2.75 11 2.75 

13 Makmur Barokah 10 2.5 10 2.5 

14 Sinar Sakti 10 2.5 10 2.5 

15 Sumber Agung 11 2.75 11 2.75 

Rata-Rata 10 2.6 10 2.6 

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 33 menunjukkan skor dari aspek manajemen umum pada 

koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 

2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten 

Rembang memperoleh skor 2,6 dan pada tahun 2015 juga memperoleh 

skor 2,6. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan 

aspek manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi. 

 

 

 

 

b. Manajemen Kelembagaan 
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Tabel 34. Skor Aspek Manajemen Kelembagaan Tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 
Tahun 2014 Tahun 2015 

Ya Skor Ya Skor 

1 Mitra Sejahtera 5 2.5 5 2.5 

2 Budi Santoso 5 2.5 5 2.5 

3 Bhina Raharja 5 2.5 5 2.5 

4 Sumber Rejeki 5 2.5 5 2.5 

5 Maju Bersama 5 2.5 5 2.5 

6 Maju Jaya 5 2.5 5 2.5 

7 Tujuh Enam 5 2.5 5 2.5 

8 Utomo 5 2.5 5 2.5 

9 Bhakti Sentosa Jaya 5 2.5 5 2.5 

10 Harapan Ummat 5 2.5 5 2.5 

11 Umat Sejahtera Abadi 5 2.5 5 2.5 

12 Siti Hajar 5 2.5 5 2.5 

13 Makmur Barokah 5 2.5 5 2.5 

14 Sinar Sakti 5 2.5 5 2.5 

15 Sumber Agung 5 2.5 5 2.5 

Rata-Rata 5 2.5 5 2.5 

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 34 menunjukkan skor dari aspek manajemen kelembagaan 

pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata 

hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di 

Kabupaten Rembang memperoleh skor 2,5 dan pada tahun 2015 juga 

memperoleh skor 2,5. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi 

dengan aspek manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan 

koperasi. 

 

 

c. Manajemen Permodalan 
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Tabel 35. Skor Aspek Manajemen Permodalan Tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 
Tahun 2014 Tahun 2015 

Ya Skor Ya Skor 

1 Mitra Sejahtera 4 2.4 4 2.4 

2 Budi Santoso 4 2.4 4 2.4 

3 Bhina Raharja 4 2.4 4 2.4 

4 Sumber Rejeki 4 2.4 4 2.4 

5 Maju Bersama 4 2.4 4 2.4 

6 Maju Jaya 4 2.4 4 2.4 

7 Tujuh Enam 4 2.4 4 2.4 

8 Utomo 4 2.4 4 2.4 

9 Bhakti Sentosa Jaya 4 2.4 4 2.4 

10 Harapan Ummat 4 2.4 4 2.4 

11 Umat Sejahtera Abadi 4 2.4 4 2.4 

12 Siti Hajar 4 2.4 4 2.4 

13 Makmur Barokah 4 2.4 4 2.4 

14 Sinar Sakti 3 1.8 3 1.8 

15 Sumber Agung 4 2.4 4 2.4 

Rata-Rata 4 2.4 4 2.4 

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 35 menunjukkan skor dari aspek manajemen permodalan 

pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata 

hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di 

Kabupaten Rembang memperoleh skor 2,4 dan pada tahun 2015 juga 

memperoleh skor 2,4. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi 

dengan aspek manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan 

koperasi. 
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d. Manajemen Aktiva 

Tabel 36. Penskoran Aspek Manajemen Aktiva tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 
Tahun 2014 Tahun 2015 

Ya Skor Ya Skor 

1 Mitra Sejahtera 7 2.1 7 2.1 

2 Budi Santoso 6 1.8 6 1.8 

3 Bhina Raharja 7 2.1 7 2.1 

4 Sumber Rejeki 7 2.1 7 2.1 

5 Maju Bersama 5 1.5 5 1.5 

6 Maju Jaya 6 1.8 6 1.8 

7 Tujuh Enam 5 2.1 5 2.1 

8 Utomo 6 1.8 6 1.8 

9 Bhakti Sentosa Jaya 5 1.5 5 1.5 

10 Harapan Ummat 8 2.4 8 2.4 

11 Umat Sejahtera Abadi 8 2.4 8 2.4 

12 Siti Hajar 8 2.4 8 2.4 

13 Makmur Barokah 6 1.8 6 1.8 

14 Sinar Sakti 6 1.8 6 1.8 

15 Sumber Agung 7 2.1 7 2.1 

Rata-Rata 6 2 6 2 

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 36 menunjukkan skor dari aspek manajemen aktiva pada 

koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 

2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten 

Rembang memperoleh skor 2 dan pada tahun 2015 juga memperoleh 

skor 2. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan aspek 

manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi. 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 
 

 
  

e. Manajemen Likuiditas 

Tabel 37. Skor Aspek Manajemen Likuiditas tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 
Tahun 2014 Tahun 2015 

Ya Skor Ya Skor 

1 Mitra Sejahtera 5 3 5 3 

2 Budi Santoso 3 1.8 3 1.8 

3 Bhina Raharja 5 3 5 3 

4 Sumber Rejeki 3 1.8 3 1.8 

5 Maju Bersama 3 1.8 3 1.8 

6 Maju Jaya 3 1.8 3 1.8 

7 Tujuh Enam 3 1.8 3 1.8 

8 Utomo 5 3 5 3 

9 Bhakti Sentosa Jaya 3 1.8 3 1.8 

10 Harapan Ummat 5 3 5 3 

11 Umat Sejahtera Abadi 5 3 5 3 

12 Siti Hajar 5 3 5 3 

13 Makmur Barokah 3 1.8 3 1.8 

14 Sinar Sakti 3 1.8 3 1.8 

15 Sumber Agung 5 3 5 3 

Rata-Rata 4 2.4 4 2.4 

Sumber: Data yang diolah 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 37 menunjukkan skor dari aspek manajemen likuiditas pada 

koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 

2015. Skor maksimal untuk aspek ini adalah 3 dan skor rata-rata hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten 

Rembang memperoleh skor 2,4 dan pada tahun 2015 juga memperoleh 

skor 2,4. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan 

aspek manajemen lainnya untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi. 

Dari perhitungan lima aspek manajemen menunjukkan bahwa skor 

rata-rata yang diperoleh pada tahun 2014 adalah sebesar 11,9 dan pada 

tahun 2015 sebesar 11,9, sedangkan total skor maksimal untuk rasio ini 

adalah 15. Hal ini memberikan arti bahwa aspek manajemen pada 
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koperasi di Kabupaten Rembang baik karena memperoleh angka lebih 

dari 50% dari total skor maksimal untuk aspek manajemen. Skor ini 

selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek lain untuk 

menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Rembang tahun 

2014 dan 2015. 

4. Efisiensi 

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Pendapatan Bruto, dihitung 

dengan rumus: 

x 100% 

Tabel 38. Rasio dan Skor Beban Operasi Anggota terhadap 

Partisipasi Bruto tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 120 1 122 1 

2 Budi Santoso 109 1 114 1 

3 Bhina Raharja 105 1 105 1 

4 Sumber Rejeki 99 2 98 2 

5 Maju Bersama 79 4 102 1 

6 Maju Jaya 107 1 108 1 

7 Tujuh Enam 97 2 62 4 

8 Utomo 103 1 112 1 

9 Bhakti Sentosa Jaya 166 1 172 1 

10 Harapan Ummat 94 3 92 3 

11 Umat Sejahtera Abadi 103 1 102 1 

12 Siti Hajar 121 1 98 2 

13 Makmur Barokah 124 1 120 1 

14 Sinar Sakti 212 1 177 1 

15 Sumber Agung 100 2 97 2 

Rata-Rata 116 2 112 2 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 
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Tabel 38 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan beban 

operasi anggota terhadap pendapatan bruto pada koperasi di Kabupaten 

Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal 

untuk rasio ini adalah 4 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh 

skor 2 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 2. Hasil perhitungan 

ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung 

tingkat kesehatan koperasi.  

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor, dihitung dengan rumus: 

x 100% 

Tabel 39. Rasio dan Skor Beban Usaha terhadap SHU Kotor tahun 

2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 132 1 79 2 

2 Budi Santoso 163 1 134 1 

3 Bhina Raharja 286 1 240 1 

4 Sumber Rejeki 73 2 68 2 

5 Maju Bersama 47 3 134 1 

6 Maju Jaya 452 1 423 1 

7 Tujuh Enam 416 1 27 4 

8 Utomo 240 1 137 1 

9 Bhakti Sentosa Jaya 164 1 118 1 

10 Harapan Ummat 381 1 363 1 

11 Umat Sejahtera Abadi 10 4 10 4 

12 Siti Hajar 138 1 87 1 

13 Makmur Barokah 83 1 73 2 

14 Sinar Sakti 36 4 59 3 

15 Sumber Agung 82 1 124 1 

Rata-Rata 180 1.6 138 1.75 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3)  
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Tabel 39 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan beban 

usaha terhadap SHU kotor pada koperasi di Kabupaten Rembang pada 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini 

adalah 4 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada 

tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 1,6 dan 

pada tahun 2015 memperoleh skor 1,75. Hasil perhitungan ini 

selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat 

kesehatan koperasi.  

c. Rasio Efisiensi Pelayanan, dihitung dengan rumus: 

x 100% 

Tabel 40. Rasio dan Skor Efisiensi Pelayanan tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 13 1 3 2 

2 Budi Santoso 12 1 11 1 

3 Bhina Raharja 22 0 24 0 

4 Sumber Rejeki 23 0 21 0 

5 Maju Bersama 11 1 12 1 

6 Maju Jaya 36 0 31 0 

7 Tujuh Enam 11 1 15 1 

8 Utomo 5 1.5 8 1.5 

9 Bhakti Sentosa Jaya 70 0 93 0 

10 Harapan Ummat 5 1.5 4 2 

11 Umat Sejahtera Abadi 5 1.5 4 2 

12 Siti Hajar 1 2 8 1.5 

13 Makmur Barokah 157 0 39 0 

14 Sinar Sakti 4 2 16 0 

15 Sumber Agung 5 2 4 2 

Rata-Rata 25 1 20 1 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 
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Tabel 40 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan efisiensi 

pelayanan pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 2 dan skor rata-

rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di 

Kabupaten Rembang memperoleh skor 1 dan pada tahun 2015  

memperoleh skor 1. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi 

dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi.  

Dari perhitungan tiga rasio dalam aspek efisiensi tahun 2014 

diperoleh rata-rata skor sebesar 4,6 dan pada tahun 2015 sebesar 4,7, 

sedangkan total skor maksimal untuk aspek ini adalah 10. Hal ini 

memberikan arti bahwa aspek efisiensi pada koperasi di Kabupaten 

Rembang pada tahun 2014 dan 2015 kurang baik karena memperoleh 

persentase kurang dari 50% dari total skor maksimal dalam aspek 

efisiensi. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek 

lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten 

Rembang tahun 2014 dan 2015. 

5. Likuiditas 

a. Rasio Kas, dihitung dengan rumus: 

x 100% 
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Tabel 41. Rasio dan Skor Kas tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 4 2.5 15 10 

2 Budi Santoso 17 5 8 2.5 

3 Bhina Raharja 27 2.5 24 2.5 

4 Sumber Rejeki 13 10 11 10 

5 Maju Bersama 52 2.5 49 2.5 

6 Maju Jaya 4 2.5 5 2.5 

7 Tujuh Enam 63 2.5 71 2.5 

8 Utomo 23 2.5 28 2.5 

9 Bhakti Sentosa Jaya 223 2.5 259 2.5 

10 Harapan Ummat 19 5 23 2.5 

11 Umat Sejahtera Abadi 72 2.5 41 2.5 

12 Siti Hajar 19 5 20 5 

13 Makmur Barokah 113 2.5 98 2.5 

14 Sinar Sakti 80 2.5 27 2.5 

15 Sumber Agung 14 10 22 2.5 

Rata-Rata 49 4 47 3.5 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 41 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan kas pada 

koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 

2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 10 dan skor rata-rata hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten 

Rembang memperoleh skor 4 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 3,5. 

Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain 

untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi. 

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima, dihitung 

dengan rumus: 

x 100% 
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Tabel 42. Rasio dan Skor Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana 

yang Diterima tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 5 1.25 74 3.75 

2 Budi Santoso 86 5 90 5 

3 Bhina Raharja 74 3.75 76 3.75 

4 Sumber Rejeki 80 5 77 3.75 

5 Maju Bersama 92 5 90 5 

6 Maju Jaya 76 3.75 76 3.75 

7 Tujuh Enam 53 1.25 51 1.25 

8 Utomo 96 5 93 5 

9 Bhakti Sentosa Jaya 30 1.25 12 1.25 

10 Harapan Ummat 57 1.25 54 1.25 

11 Umat Sejahtera Abadi 61 2.5 70 3.75 

12 Siti Hajar 68 2.5 70 3.75 

13 Makmur Barokah 60 2.5 81 5 

14 Sinar Sakti 62 2.5 89 5 

15 Sumber Agung 76 3.75 79 3.75 

Rata-Rata 65 3 72 3.7 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 42 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan pinjaman 

yang diberikan terhadap dana yang diterima pada koperasi di Kabupaten 

Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal 

untuk rasio ini adalah 5 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh 

skor 3 dan pada tahun 2015 memperoleh skor 3,7. Hasil perhitungan ini 

selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat 

kesehatan koperasi. 

Dari perhitungan dua rasio dalam aspek likuiditas tahun 2014 

diperoleh rata-rata skor sebesar 7 dan pada tahun 2015 sebesar 7,2, 

sedangkan total skor maksimal dari aspek likuiditas adalah 15. Hal ini 
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memberikan arti bahwa aspek likuiditas pada koperasi di Kabupaten 

Rembang pada tahun 2014 dan 2015 kurang baik karena memperoleh 

persentase skor rata-rata kurang dari 50% dari total skor maksimal. Skor 

ini selanjutnya akan diakumulasi bersama aspek-aspek lain untuk 

menghitung tingkat kesehatan koperasi di Kabupaten Rembang tahun 

2014 dan 2015. 

6. Pertumbuhan dan Kemandirian 

a. Rentabilitas Aset, dihitung dengan rumus: 

x 100% 

Tabel 43. Rasio dan Skor Rentabilitas Aset tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 2 0.75 1 0.75 

2 Budi Santoso 1 0.75 1 0.75 

3 Bhina Raharja 2 0.75 2 0.75 

4 Sumber Rejeki 2 0.75 2 0.75 

5 Maju Bersama 4 0.75 1 0.75 

6 Maju Jaya 2 0.75 2 0.75 

7 Tujuh Enam 2 0.75 7 1.5 

8 Utomo 2 0.75 5 0.75 

9 Bhakti Sentosa Jaya 4 0.75 4 0.75 

10 Harapan Ummat 2 0.75 1 0.75 

11 Umat Sejahtera Abadi 16 3 14 3 

12 Siti Hajar 1 0.75 2 0.75 

13 Makmur Barokah 14 3 6 1.5 

14 Sinar Sakti 0 0.75 2 0.75 

15 Sumber Agung 5 0.75 4 0.75 

Rata-Rata 4 1 4 1 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 43 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan rentabilitas 

aset pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai 
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dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 3 dan skor rata-

rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di 

Kabupaten Rembang memperoleh skor 1 dan pada tahun 2015 juga 

memperoleh skor 1. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi 

dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi. 

b. Rentabilitas Modal Sendiri, dihitung dengan rumus: 

x 100% 

Tabel 44. Rasio dan Skor Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2014-

2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 1 0.75 57 3 

2 Budi Santoso 1 0.75 1 0.75 

3 Bhina Raharja 45 3 45 3 

4 Sumber Rejeki 4 2.25 4 2.25 

5 Maju Bersama 2 0.75 1 0.75 

6 Maju Jaya 6 3 4 2.25 

7 Tujuh Enam 2 0.75 10 3 

8 Utomo 2 0.75 2 0.75 

9 Bhakti Sentosa Jaya 3 1.5 3 0.75 

10 Harapan Ummat 14 3 12 3 

11 Umat Sejahtera Abadi 9 3 9 3 

12 Siti Hajar 3 0.75 3 1.5 

13 Makmur Barokah 9 3 4 1.5 

14 Sinar Sakti 2 0.75 2 0.75 

15 Sumber Agung 5 2.25 6 3 

Rata-Rata 7 1.75 11 2 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 44 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan rentabilitas 

modal sendiri pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 

sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 3 dan 

skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 
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koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 1,75 dan pada tahun 

2015 memperoleh skor 2. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan 

diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan 

koperasi. 

c. Kemandirian Operasional Pelayanan, dihitung dengan rumus: 

x 100% 

Tabel 45. Rasio dan Skor Kemandirian Operasional Pelayanan 

tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 71 0 69 0 

2 Budi Santoso 91 0 86 0 

3 Bhina Raharja 95 0 95 0 

4 Sumber Rejeki 101 4 103 4 

5 Maju Bersama 127 4 98 0 

6 Maju Jaya 93 0 92 0 

7 Tujuh Enam 103 4 171 4 

8 Utomo 97 0 88 0 

9 Bhakti Sentosa Jaya 35 0 35 0 

10 Harapan Ummat 113 4 120 4 

11 Umat Sejahtera Abadi 94 0 95 0 

12 Siti Hajar 58 0 104 4 

13 Makmur Barokah 77 0 81 0 

14 Sinar Sakti 45 0 53 0 

15 Sumber Agung 100 4 105 4 

Rata-Rata 87 1.3 93 1.3 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 45 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan 

kemandirian operasional pelayanan pada koperasi di Kabupaten 

Rembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal 

untuk rasio ini adalah 4 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan 
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bahwa pada tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh 

skor 1,3 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 1,3. Hasil 

perhitungan ini selanjutnya akan diakumulasi bersama dengan rasio lain 

untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi. 

. Dari perhitungan tiga rasio dalam aspek kemandirian dan 

pertumbuhan tahun 2014 diperoleh skor rata-rata sebesar 4,05 dan tahun 

2015 sebesar 4,3, sedangkan skor maksimal untuk aspek kemandirian dan 

pertumbuhan adalah sebesar 10. Hal ini memberikan arti bahwa aspek 

kemandirian dan pertumbuhan pada koperasi di Kabupaten Rembang 

kurang baik karena hanya memperoleh persentase kurang dari 50% dari 

total skor maksimal. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama 

aspek-aspek lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di 

Kabupaten Rembang tahun 2014 dan 2015. 

7. Jatidiri Koperasi 

a. Rasio Partisipasi Bruto, dihitung dengan rumus: 

x 100% 
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Tabel 46. Rasio dan Skor Partisipasi Bruto tahun 2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 76 7 71 5.25 

2 Budi Santoso 88 7 84 7 

3 Bhina Raharja 89 7 89 7 

4 Sumber Rejeki 96 7 97 7 

5 Maju Bersama 93 7 89 7 

6 Maju Jaya 88 7 87 7 

7 Tujuh Enam 91 7 91 7 

8 Utomo 83 7 77 7 

9 Bhakti Sentosa Jaya 54 5.25 51 5.25 

10 Harapan Ummat 95 7 97 7 

11 Umat Sejahtera Abadi 85 7 84 7 

12 Siti Hajar 74 5.25 92 7 

13 Makmur Barokah 74 5.25 76 7 

14 Sinar Sakti 43 3.5 52 5.25 

15 Sumber Agung 83 7 84 7 

Rata-Rata 81 6,5 81 6,75 

Sumber :Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 46 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan partisipasi 

bruto pada koperasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 7 dan skor rata-

rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi di 

Kabupaten Rembang memperoleh skor 6,5 dan pada tahun 2015  

memperoleh skor 6,75. Hasil perhitungan ini selanjutnya akan 

diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat kesehatan 

koperasi. 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), dihitung dengan rumus: 

x 100% 
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Tabel 47. Rasio dan Skor Promosi Ekonomi Anggota (PEA) tahun 

2014-2015 

No Nama Koperasi 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Rasio 

(%) 
Skor 

Rasio 

(%) 
Skor 

1 Mitra Sejahtera 34 3 475 3 

2 Budi Santoso 1305 3 1134 3 

3 Bhina Raharja 180 3 181 3 

4 Sumber Rejeki 833 3 828 3 

5 Maju Bersama 91 3 71 3 

6 Maju Jaya 1267 3 745 3 

7 Tujuh Enam 135 3 178 3 

8 Utomo 242 3 187 3 

9 Bhakti Sentosa Jaya 145 3 116 3 

10 Harapan Ummat 2844 3 2514 3 

11 Umat Sejahtera Abadi 1191 3 1183 3 

12 Siti Hajar 408 3 503 3 

13 Makmur Barokah 392 3 145 3 

14 Sinar Sakti 47 3 35 3 

15 Sumber Agung 400 3 290 3 

Rata-Rata 634 3 572 3 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 (Lampiran 3) 

 

Tabel 47 menunjukkan rasio dan skor dari perhitungan promosi 

ekonomi anggota (PEA) pada koperasi di Kabupaten Rembang pada 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Skor maksimal untuk rasio ini 

adalah 3 dan skor rata-rata hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada 

tahun 2014 koperasi di Kabupaten Rembang memperoleh skor 3 dan 

pada tahun 2015 juga memperoleh skor 3. Hasil perhitungan ini 

selanjutnya akan diakumulasi dengan rasio lain untuk menghitung tingkat 

kesehatan koperasi. 

Dari perhitungan dua rasio dalam aspek jatidiri koperasi tahun 

2014 diperoleh skor rata-rata sebesar 9,5 dan pada tahun 2015 sebesar 

9,75, sedangkan total skor maksimal pada aspek jatidiri koperasi adalah  
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10. Hal ini memberikan arti bahwa aspek jatidiri koperasi pada koperasi 

di Kabupaten Rembang baik karena hasil rata-rata skor hampir mendekati 

skor maksimal yaitu 10. Skor ini selanjutnya akan diakumulasi bersama 

aspek-aspek lain untuk menghitung tingkat kesehatan koperasi di 

Kabupaten Rembang tahun 2014 dan 2015. 

8. Penetapan Kesehatan KSP 

Dari tujuh aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu 

aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, 

likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi, selanjutnya 

diberi skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk 

menentukan kriteria kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Penilaian skor 

untuk menetapkan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang tahun 2014-2015 akan ditampilkan sebagai berikut: 
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C. Pembahasan  

1. Penilaian Aspek Permodalan KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada 

aspek permodalan diperoleh data sebagai berikut: 

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

modal sendiri terhadap total aset KSP Kabupaten Rembang tahun 2014-

2015 adalah 35% dan 36%, sedangkan rata-rata skor pada tahun 2014 

sebesar 5 dan tahun 2015 sebesar 4,5. Skor maksimal untuk rasio ini 

adalah 6. Hal ini berarti bahwa koperasi di Kabupaten Rembang perlu 

meningkatkan kepemilikan modal sendiri, yang terdiri dari simpanan 

pokok, simpanan wajib, cadangan modal serta modal penyertaan agar 

mendapatkan persentase antara 40% sampai 60%, sehingga diharapkan 

dapat mencapai skor maksimal.  

Hasil perhitungan rasio dan skor menunjukkan bahwa koperasi 

Mitra Sejahtera, Bhina Raharja, Bhakti Sentosa Jaya dan Makmur 

Barokah mendapatkan skor maksimal yaitu 6 pada tahun 2014 dan 2015. 

Koperasi Sinar Sakti mengalami peningkatan karena mendapatkan skor 

maksimal pada tahun 2015 yang pada tahun sebelumnya (2014) 

mendapatkan skor 3. Hal ini berkebalikan dengan koperasi Utomo 

mendapatkan skor maksimal pada tahun 2014 dan mengalami penurunan 

pada 2015 dengan mendapatkan skor 3. 
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Selain koperasi tersebut, masih banyak koperasi lain yang berada 

dibawah skor maksimal 6. Hal tersebut dikarenakan, perbandingan modal 

sendiri ada yang kurang dari 40% atau bahkan melebihi 60%. Usaha 

yang perlu dilakukan untuk mendapatkan skor maksimal dalam rasio ini 

adalah dengan lebih menyeimbangkan antara modal sendiri dengan total 

aset yang dimiliki oleh koperasi. 

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko KSP Kabupaten 

Rembang tahun 2014-2015 adalah >100% sehingga mendapatkan skor 

maksimal yaitu 6. Pinjaman diberikan yang berisiko adalah pemberian 

pinjaman yang sudah jelas akan berisiko di kemudian hari dikarenakan 

ketidaksesuaian antara nominal pinjaman dengan nominal agunan. Untuk 

KSP di Kabupaten Rembang sendiri sudah sangat berhati-hati dalam 

memberikan pinjaman, yaitu dengan mensyaratkan nominal agunan yang 

lebih besar dari nominal pinjaman, sehingga pinjaman tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan oleh peminjam. Maka dari itu pinjaman 

diberikan yang berisiko di KSP Kabupaten Rembang bernilai 0 

dikarenakan KSP tidak akan untuk memberikan pinjaman yang sudah 

jelas akan berisiko di masa mendatang. 

Hasil perhitungan rasio dan skor menunjukkan bahwa KSP di 

Kabupaten Rembang seluruhnya memperoleh skor maksimal yaitu 6. Hal 

ini berarti kualitas modal sendiri yang dimiliki KSP di Kabupaten 
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Rembang sangat baik dalam hal menjamin pinjaman diberikan yang 

berisiko pada tahun 2014-2015. Diharapkan KSP di Kabupaten Rembang 

dapat mempertahankan kondisi ini untuk tahun berikutnya agar kegiatan 

simpan pinjam berjalan dengan lancar. Salah satunya yaitu dengan 

melakukan analisis yang mendalam kepada setiap pemohon pinjaman 

dan memastikan jumlah nominal yang digunakan untuk agunan. 

c. Rasio kecukupan modal 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

kecukupan modal sendiri pada KSP Kabupaten Rembang tahun 2014-

2015 adalah 91% dan 82%, sedangkan rata-rata skor pada tahun 2014 

adalah 3 dan tahun 2015 juga mendapatkan skor 3. Skor maksimal untuk 

rasio ini adalah 3. Hal ini berarti bahwa koperasi di Kabupaten Rembang 

memperoleh skor maksimal sehingga sangat perlu untuk 

mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian ini..  

Hasil perhitungan rasio dan skor menunjukkan bahwa koperasi 

Mitra Sejahtera, Tujuh Enam dan Bhakti Sentosa Jaya mendapatkan skor 

maksimal yaitu 6 pada tahun 2014 dan 2015. Koperasi Utomo mengalami 

peningkatan meskipun tidak mendapatkan skor maksimal yaitu 1,5 pada 

tahun 2014 dan 2,25 pada tahun 2015. Hal ini berkebalikan dengan 

koperasi Umat Sejahtera Abadi dan Sinar Sakti yang mendapatkan skor 

2,25 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada 2015 dengan 

mendapatkan skor 1,5. 
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Selain koperasi tersebut, masih banyak koperasi lain yang berada 

dibawah skor maksimal. Hal ini berarti modal sendiri tertimbang KSP di 

Kabupaten Rembang memiliki kualitas yang kurang baik dalam 

mendukung aktiva tertimbang menurut risiko yang dimiliki koperasi pada 

tahun 2014-2015. 

Dari perhitungan ketiga rasio permodalan diatas diperoleh jumlah skor 

aspek permodalan adalah sebesar 14 pada tahun 2014 dan 13,5 pada tahun 

2015. Angka tersebut hampir mendekati skor maksimal yaitu 15 dengan 

persentase pada tahun 2014 adalah 93,3% dan pada tahun 2015 adalah 90%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek permodalan Koperasi di 

Kabupaten rembang dalam kondisi baik. Oleh karena itu, KSP di Kabupaten 

Rembang harus mempertahankan kondisi ini guna melancarkan usaha 

koperasi di masa yang akan datang. 

Menurut Hendrojogi (2004), semakin baik permodalan koperasi, 

tentunya akan mempermudah koperasi dalam pengembangan setiap usaha 

yang dijalankannya, begitu juga sebaliknya. Koperasi akan menemui lebih 

banyak kendala untuk mengembangkan usahanya apabila terdapat masalah 

dalam hal permodalan.. 

2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif KSP Kabupaten Rembang Tahun 

2014-2015 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada 

aspek kualitas aktiva produktif diperoleh data sebagai berikut: 
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a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman 

diberikan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan 

pada KSP Kabupaten Rembang tahun 2014-2015 adalah 100% 

sehingga mendapatkan skor maksimal yaitu 10. Pinjaman yang 

diberikan koperasi di Kabupaten Rembang dibatasi hanya pada anggota 

dan calon anggota, sehingga angka volume pinjaman pada anggota 

sama dengan angka pada volume pinjaman.  

Hal ini sesuai dengan visi misi pendirian koperasi yaitu untuk 

mensejahterakan anggota, sehingga dana yang ada semuanya digunakan 

untuk anggota dan calon anggota. Kondisi ini hendaknya perlu 

dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.  

b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada 

KSP Kabupaten Rembang tahun 2014-2015 adalah 10% dengan rata-

rata skor sebesar 4. Skor maksimal untuk rasio ini adalah 5. Hal ini 

berarti bahwa kegiatan simpan pinjam pada Koperasi di Kabupaten 

Rembang berjalan dengan lancar karena hanya 10% yang terjadi kredit 

macet (bermasalah). 

Kredit macet pasti akan selalu ada pada setiap KSP, hanya 

persentasenya saja yang berbeda, besar atau kecil. Penanganan dalam 
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kredit macet tentunya telah dipersiapkan dengan baik oleh setiap KSP 

yaitu dengan menyediakan cadangan tujuan risiko. KSP di Kabupaten 

Rembang telah mempersiapkan kemungkinan kredit macet dengan 

menyiapkan dana cadangan risiko. Selain itu, KSP di Kabupaten 

Rembang juga telah meminimalisir kemungkingan terjadinya kredit 

macet yaitu dengan tidak memberikan pinjaman terhadap peminjam 

yang memiliki nilai jaminan atau agunan kurang dari nominal 

pinjaman. Kondisi ini perlu dipertahankan oleh KSP agar kegiatan 

simpan pinjam dapat berjalan dengan lancar.  

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah KSP di Kabupaten 

Rembang adalah 124% pada tahun 2014 dan 227% pada tahun 2015.  

Skor maksimal dalam rasio ini adalah 5, pada tahun 2014 KSP di 

Kabupaten Rembang mendapatkan rata-rata skor 2,5 dan tahun 2015 

mendapatkan rata-rata skor 3. Hal ini berarti cadangan risiko KSP di 

Kabupaten Rembang hanya dapat digunakan untuk menutup separuh 

dari pinjaman bermasalah. Bahkan ada beberapa koperasi yang tidak 

mencantumkan dengan jelas nominal cadangan untuk resiko, hal ini 

terjadi pada KSP Mitra Sejahtera dan Sinar Sakti. 

KSP Maju Bersama, Tujuh Enam, Bhakti Sentosa Jaya dan 

Makmur Barokah telah melakukan antisipasi kredit macet dengan 

mencadangkan lebih dari 100%. Hal ini tentunya sangat baik untuk 
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kelangsungan KSP dan hendaknya koperasi lain melakukan hal yang 

sama.  

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

pinjaman risiko terhadap pinjaman bermasalah KSP di Kabupaten 

Rembang adalah 0% pada tahun 2014 dan 0% pada tahun 2015.  Skor 

maksimal dalam rasio ini adalah 5, pada tahun 2014 KSP di Kabupaten 

Rembang mendapatkan rata-rata skor 5 dan tahun 2015 mendapatkan 

rata-rata skor 5. Hal ini dikarenakan tidak adanya pinjaman berisiko 

pada KSP di Kabupaten Rembang. KSP telah memiliki SOP yang baik 

dalam hal pemberian pinjaman, yaitu penerapan kebijakan pemberian 

pinjaman kepada anggota dengan angunan atau jaminan yang memadai 

dan dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan. Hasil penilaian 

menunjukkan bahwa setiap koperasi di Kabupaten Rembang 

memperoleh skor maksimal.  

Dari perhitungan keempat rasio kualitas aktiva produktif diatas 

diperoleh jumlah skor pada tahun 2014 sebesar 21,5 dan pada tahun 2015 

sebesar 22. Angka tersebut hampir mendekati skor maksimal yaitu 25 

dengan persentase pada tahun 2014 adalah 86% dan pada tahun 2015 adalah 

88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek kualitas aktiva produktif 

pada KSP di Kabupaten rembang dalam kondisi baik. Oleh karena itu, KSP 

di Kabupaten Rembang harus mempertahankan kondisi ini guna 

melancarkan usaha koperasi di masa yang akan datang. 
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Kualitas aktiva produktif yang baik atau lancar akan menjamin 

adanya pengembalian kredit dari anggota dan akan memberikan gambaran 

kecil kemungkinan anggota untuk tidak memenuhi kewajiban itu dan 

begitupula sebaliknya. Kualitas aktiva produktif akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas koperasi. Semakin meningkatnya kualitas aktiva produktif 

maka profitabilitas koperasi akan mengalami peningkatan, sehingga 

menunjukkan upaya koperasi dalam meningkatkan profitabilitas tergolong 

efektif..  

3. Penilaian Aspek Manajemen KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada 

aspek manajemen diperoleh data sebagai berikut: 

a. Manajemen Umum 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari 

jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah 

sebanyak 10 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 10, sedangkan untuk 

rata-rata skor tahun 2014 sebesar 2,6 dan rata-rata skor untuk tahun 

2015 juga sebesar 2,6. Skor maksimal untuk aspek manajemen umum 

adalah 3. Hal ini berarti bahwa aspek manajemen umum pada KSP di 

Kabupaten Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan skor rata-

rata yang diperoleh lebih dari 50% bahkan hampir mendekati nilai 

maksimal. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh 

setiap koperasi agar manajemen di koperasi lebih terstruktur dan 

berjalan dengan baik. 
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b. Manajemen Kelembagaan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari 

jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah 

sebanyak 5 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 5, sedangkan untuk rata-

rata skor tahun 2014 sebesar 2,5 dan rata-rata skor untuk tahun 2015 

juga sebesar 2,5. Skor maksimal untuk aspek manajemen kelembagaan 

adalah 3. Hal ini berarti bahwa aspek manajemen kelembagaan pada 

KSP di Kabupaten Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan 

skor rata-rata yang diperoleh lebih dari 50% bahkan hampir mendekati 

nilai maksimal. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi 

oleh setiap koperasi agar manajemen di koperasi lebih terstruktur dan 

berjalan dengan baik. 

c. Manajemen Permodalan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari 

jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah 

sebanyak 4 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 4, sedangkan untuk rata-

rata skor tahun 2014 sebesar 2,4 dan rata-rata skor untuk tahun 2015 

juga sebesar 2,4. Skor maksimal untuk aspek manajemen permodalan 

adalah 3. Hal ini berarti bahwa aspek manajemen permodalan pada KSP 

di Kabupaten Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan skor 

rata-rata lebih dari 50% bahkan hampir mendekati nilai maksimal. 

Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh setiap 
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koperasi agar manajemen di koperasi lebih terstruktur dan berjalan 

dengan baik. 

d. Manajemen Aktiva 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari 

jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah 

sebanyak 6 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 6, sedangkan untuk rata-

rata skor tahun 2014 sebesar 2 dan rata-rata skor untuk tahun 2015 juga 

sebesar 2. Skor maksimal untuk aspek manajemen aktiva adalah 3. Hal 

ini berarti bahwa aspek manajemen aktiva pada KSP di Kabupaten 

Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan skor rata-rata lebih 

dari 50%. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh 

setiap koperasi agar manajemen di koperasi lebih terstruktur dan 

berjalan dengan baik. 

e. Manajemen Likuiditas 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rata-rata dari 

jawaban “YA” pada setiap pertanyaan kuesioner tahun 2014 adalah 

sebanyak 4 dan pada tahun 2015 juga sebanyak 4, sedangkan untuk rata-

rata skor tahun 2014 sebesar 2,4 dan rata-rata skor untuk tahun 2015 

juga sebesar 2,4. Skor maksimal untuk aspek manajemen likuiditas 

adalah 3. Hal ini berarti bahwa aspek manajemen likuiditas pada KSP di 

Kabupaten Rembang baik, karena hasil analisis menunjukkan skor rata-

rata lebih dari 50% bahkan hampir mendekati nilai maksimal. Kondisi 
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ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh setiap koperasi agar 

manajemen di koperasi lebih terstruktur dan berjalan dengan baik. 

Dari kelima aspek manajemen menunjukkan bahwa perolehan 

jumlah skor pada tahun 2014 adalah sebesar 11,9 dan pada tahun 2016 juga 

sebesar 11,9  dimana skor maksimalnya adalah sebesar 15. Angka tersebut 

hampir mendekati skor maksimal yaitu 15 dengan persentase pada tahun 

2014 adalah 79,3% dan pada tahun 2015 adalah 79,3%. Hal ini berarti 

bahwa keseluruhan aspek manajemen pada KSP di Kabupaten Rembang 

baik. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh setiap 

koperasi agar kegiatan koperasi lebih terstruktur dan berjalan dengan baik. 

Menurut Hendrojogi (2012) untuk mencapai tujuan koperasi perlu 

adanya sistem manajemen yang baik agar tujuannya berhasil dengan 

diterapkannya fungsi-fungsi manajemen. Predikat baik pada aspek 

manajemen menunjukkan bahwa koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang telah mampu mengelola manajemen secara efektif dan efisien, 

sehingga kegiatan usaha di masa depan akan semakin lancar dan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

4. Penilaian Aspek Efisiensi KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada 

aspek efisiensi diperoleh data sebagai berikut: 

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh rerata beban 

operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada KSP Kabupaten 
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Rembang tahun 2014 adalah sebesar 116% dan tahun 2015 sebesar 

112%. Rata-rata skor yang diperoleh pada tahun 2014 adalah sebesar 2 

dan pada tahun 2015 juga mendapatkan skor 2, sedangkan skor 

maksimal dalam rasio ini adalah sebesar 4. Hal ini memberikan arti 

bahwa beban yang dikeluarkan koperasi lebih besar daripada 

pendapatan yang diterima dalam kegiatan simpan pinjam. 

Penilaian pada rasio ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan 

koperasi di Kabupaten Rembang tidak ada yang memperoleh skor 

maksimal 4, kecuali koperasi Maju Bersama pada tahun 2014 dan 

koperasi Tujuh Enam pada tahun 2015 yang memperoleh skor 4. 

Partisipasi bruto yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan beban 

operasi anggota menujukkan bahwa kontribusi anggota terhadap 

koperasi tidak terlalu tinggi sehingga hanya memberikan sedikit 

kontribusi dalam peningkatan SHU. Diharapkan kondisi ini dapat 

ditingkatkan oleh KSP di Kabupaten Rembang untuk tahun berikutnya 

agar SHU yang diperoleh menjadi lebih besar. 

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh rerata dari 

rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada KSP di Kabupaten Rembang 

tahun 2014 adalah sebesar 180% dan pada tahun 2015 sebesar 138%. 

Skor maksimal dalam rasio ini adalah 4, sedangkan rerata skor pada 

tahun 2014 sebesar 1,6 dan pada tahun 2015 sebesar 1,75. Hal ini 
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memberikan arti bahwa SHU yang dihasilkan koperasi tidak memberikan 

kontribusi terlalu banyak. 

Hasil perhitungan rasio menunjukkan sedikit sekali yang mampu 

mencapai skor 4, yaitu hanya Koperasi Tujuh Enam pada tahun 2015, 

Koperasi Umat Sejahtera Abadi pada tahun 2014 dan 2015 serta 

Koperasi Sinar Sakti pada tahun 2014. Selain ketiga koperasi tersebut, 

KSP di Kabupaten Rembang hanya mendapatkan skor 1 smpai 2. Hal 

tersebut dikarenakan beban usaha koperasi terhadap SHU kotor lebih 

tinggi yaitu melebihi 40% sehingga mendapatkan skor dibawah 4. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengurangan beban usaha yang ditanggung oleh 

koperasi, sehingga rasio yang dihasilkan semakin rendah dan untuk 

kedepannya semakin baik 

KSP di Kabupaten Rembang belum berhasil dalam malaksanakan 

kegiatan simpan pinjam yang efisien dengan beban usaha yang rendah 

sehingga dapat menghasilkan SHU yang tingi. Semakin rendah rasio 

yang dihasilkan maka semakin tinggi tingkat perolehan SHU, begitu pula 

sebaliknya. 

c. Rasio efisiensi pelayanan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh rerata dari 

rasio efisiensi pelayanan pada KSP Kabupaten Rembang tahun 2014 

adalah sebesar 25% dan pada tahun 2015 sebesar 20%. Skor maksimal 

dalam rasio ini adalah 2, sedangkan perolehan rerata skor pada tahun 

2014 adalah 1 dan pada tahun 2015 juga memperoleh skor 1. Hal ini 
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memberikan arti bahwa KSP di Kabupaten Rembang harus memperbaiki 

efisiensi pelayanan, yaitu dengan menaikkan volume pinjaman dan 

mengurangi biaya karyawan, sehingga SHU yang diperoleh akan 

maksimal. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi 

skor yang diperoleh. 

Hasil analisis menunjukkan hanya sedikit sekali koperasi yang bisa 

mendapatkan skor maksimal 2, yaitu Koperasi Mitra Sejahtera pada 

tahun 2015, Koperasi Harapan Umat pada tahun 2015, Koperasi Umat 

Sejahtera Abadi pada tahun 2015, Koperasi Sinar Sakti pada tahun 2014 

dan Koperasi Sumber Agung pada tahun 2014 dan 2015. Selain kelima 

koperasi tersebut, KSP di Kabupaten Rembang mendapatkan skor kurang 

dari 2. Hal tersebut dikarenakan kurangnya efisiensi dalam perekrutan 

pegawai, banyaknya pegawai tidak sesuai dengan efisiensi kinerja yang 

didapatkan, sehingga malah merugikan koperasi. 

Oleh karena itu, sebaiknya koperasi di Kabupaten Rembang, 

merekrut pegawai yang dirasa memang perlu dan sesuai dengan 

kebutuhan koperasi. Sehingga pekerjaan yang akan diberikan dapat 

mendapatkan tingkat efisiensi yang tinggi dan berbanding lurus dengan 

kinerja yang dihasilkan. 

Dari ketiga rasio pada aspek efisiensi diperoleh jumlah skor sebesar 

4,6 pada tahun 2014 dan jumlah skor 4,75 pada tahun 2015, dimana skor 

maksimalnya adalah 10. Angka tersebut memiliki persentase pada tahun 

2014 adalah 46% dan pada tahun 2015 adalah 47,5%, Skor yang dicapai 
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pada aspek efisiensi jauh dari skor maksimalnya, sehingga bisa dikatakan 

bahwa KSP di Kabupaten Rembang belum dapat mengelola aset yang 

dimiliki dalam koperasi dengan baik dan efisien. Suatu kegiatan dianggap 

efisien jika hasil (output) tertentu diperoleh dengan masukan (input) terkecil 

atau suatu masukan (input) tertentu memperoleh hasil (output) yang 

terbesar.  

5. Penilaian Aspek Likuiditas KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada 

aspek likuiditas diperoleh data sebagai berikut: 

a. Rasio kas 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata  rasio 

kas KSP Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 49% dan tahun 

2015 sebesar 47%. Skor maksimal dalam rasio ini adalah 10, sedangkan 

skor yang diperoleh oleh KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah 

4 dan tahun 2015adalah 3,5. Hasil skor rasio kas menunjukkan bahwa 

pencapaian yang diraih oleh KSP di Kabupaten Rembang jauh dri skor 

maksimal. Hal ini dikarenakan saldo kas dan bank yang dimiliki KSP 

lebih sedikit dari kewajiban lancar yang harus ditanggung oleh koperasi, 

sehingga untuk akun kas dan bank bisa dikategorikan tidak likuid. 

Hasil analisis menunjukkan hanya Koperasi Sumber Rejeki yang 

dapat mencapai skor maksimal pada tahun 2014 dan 2015, sedangkan 

Koperasi Sumber Agung mendapat skor maksimal pada tahun 2014 saja 

dan Koperasi Sumber Makmur mendapat skor maksimal pada tahun 2015 
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saja. Selain ketiga koperasi tersebut, KSP di Kabupaten Rembang 

memiliki skor kurang dari 4. Oleh karena itu maka KSP di Kabupaten 

Rembang perlu meningkatkan saldo kas dan bank guna mendapatkan 

nilai yang lebih maksimal. 

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima KSP di Kabupaten 

Rembang tahun 2014 adalah sebesar 65% dan tahun 2015 sebesar 72%. 

Skor maksimal untuk rasio ini adalah 5, sedangkan skor yang diperoleh 

KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah 3 dan tahun 2015 adalah 

3,7. Hal ini memberikan arti bahwa kondisi KSP di Kabupaten Rembang 

jika dilihat dari rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang 

diberikan adalah tergolong baik, karena dana yang diterima lebih banyak 

daripada pinjaman yang diberikan.  

Koperasi Budi Santoso, Maju Bersama dan Utomo meraih skor 

maksimal pada tahu 2014 dan 2015. Koperasi Makmur Barokah dan 

Sinar Sakti mengalami peningkatan, yaitu dengan meraih skor maksimal 

pada tahun 2015, yang pada tahun sebelumnya hanya mendapat skor 2,5. 

Koperasi Sumber Rejeki mengalami penurunan, yang pada tahun 2014 

mendapat skor maksimal namun pada tahun 2015 hanya mendapat skor 

3,7. Selain keenam koperasi tersebut, KSP di Kabupaten Rembang 

mendapat skor kurang dari 5. Maka dari itu, KSP di Kabupaten Rembang 

hendaknya lebih menyeimbangkan lagi antara dana yang diterima dengan 
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pinjaman yang diberikan. Karena jika terlalu banyak dana yang 

menganggur juga tidak baik untuk kelangsungan koperasi. 

Dari dua rasio dalam aspek likuiditas diperoleh jumlah skor pada pada 

tahun 2014 sebesar 7 dan pada tahun 2015 sebesar 7,2, sedangkan skor 

maksimal untuk aspek likuiditas adalah 15. Hasil skor rerata tersebut 

memiliki persentase sebesar 46,6% pada tahun 2014 dan 48% pada tahun 

2015. Pencapaian skor pada aspek likuiditas ini tergolong rendah, karena 

perolehan skor masih jauh dari skor maksimalnya. Aspek likuiditas dalam 

Koperasi Simpan Pinjam menunjukkan kemampuan koperasi dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi likuiditas suatu 

koperasi maka akan semakin baik pula bagi keberlangsungan kegiatan 

koperasinya, begitu pula sebaliknya. 

6. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KSP Kabupaten Rembang 

Tahun 2014-2015 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada aspek kemandirian 

dan pertumbuhan diperoleh data sebagai berikut: 

a. Rasio rentabilitas aset 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

rentabilitas aset pada KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah 

sebesar 4% dan tahun 2015 sebesar 4%. Skor maksimal untuk rasio 

rentabilitas aset adalah 3, sedangkan perolehan rerata skor pada tahun 

2014 adalah 1 dan pada tahun 2015 juga mendapatkan rerata skor 1. Hal 

ini berarti rentabilitas aset KSP di Kabupaten Rembang tergolong buruk. 
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Koperasi Umat Sejahtera Abadi memperoleh skor maksimal pada 

tahun 2014 dan 2015. Koperasi Makmur Barokah mengalami penurunan 

pada tahun 2015, sebelumnya pada tahun 2014 mendapat skor maksimal 

kemudian  turun menjadi 1,5 pada 2015. Selain dua koperasi tersebut, 

KSP di Kabupaten Rembang mendapat skor dibawah 3. Untuk mencapai 

skor maksimal hendaknya koperasi diharapkan mampu meningkatkan 

perolehan SHU dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi 

anggota dalam kegiatan simpan pinjam. 

b. Rasio rentabilitas modal sendiri  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata dari 

rasio ekuitas pada KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 yaitu sebesar 

75% dan tahun 2015 sebesar 11%. Skor makismal dalam rasio ini adalah 

3, sedangkan perolehan rerata skor pada 2014 adalah sebesar 1, 75 dan 

rerata skor pada tahun 2015 sebesar 2.  Dari hasil perhitungan ini bisa 

kita simpulkan bahwa rasio ekuitas pada KSP di Kabupaten Rembang 

tergolong baik. 

Koperasi Bhina Raharja, Harapan Ummat dan Umat Sejahtera 

Abadi memperoleh skor maksimal pada tahun 2014 dan tahun 2015. 

Koperasi Mitra Sejahtera, Tujuh Enam dan Sumber Agung juga 

memperoleh skor maksimal pada tahun 2015, pencapaian ini meningkat 

dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 hanya memperoleh skor 

kurang dari 3. Koperasi Maju Jaya dan Makmur Barokah mengalami 

penurunan skor, pada tahun 2014 mampu mencapai skor maksimal 
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namun pada tahun 2015 skor yang didapat lebih sedikit dari tahun 2014. 

Selain koperasi yang telah disebutkan, KSP di Kabupaten Rembang 

memperoleh skor kurang dari 3 pada tahun 2014 dan 2015. Maka dari itu 

hendaknya setiap KSP di Kabupaten Rembang harus mampu 

meningkatkan perolehan SHU sehingga SHU bagian anggota juga akan 

meningkat dan nantinya dapat memaksimalkan partisipasi simpanan 

pokok, simpanan wajib dan transaksi pelayanan KSP oleh anggota. 

c. Rasio kemandirian operasional 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh rerata rasio 

kemandirian operasional pada KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 

yaitu sebesar 87% dan tahun 2015 sebesar 93%. Skor maksimal untuk 

rasio ini adalah 4, sedangkan rerata skor pada tahun 2014 adalah 1,3 dan 

pada tahun 2015 juga sama yaitu 1,3. Dari hasil perhitungan ini bisa kita 

simpulkan bahwa rasio kemandirian operasional pada KSP di Kabupaten 

Rembang tergolong buruk, karena jauh dari skor maksimal. 

Koperasi Sumber Rejeki, Tujuh Enam, Harapan Ummat dan 

Sumber Agung mendapat skor maksimal pada tahun 2014 dan 2015. 

Koperasi Maju Bersama mendapat skor maksimal hanya pada tahun 

2014, sedangkan Koperasi Siti Hajar mendapat skor maksimal pada 

tahun 2015. Selain koperasi yang telah disebutkan, KSP di Kabupaten 

Rembang mendapat skor 0 pada rasio kemandirian operasional 

pelayanan. 
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Skor maksimal dalam rasio kemandirian operasional pelayanan 

dapat dicapai jika partisipasi neto lebih besar daripada beban usaha dan 

beban perkoperasian, sehingga menghasilkan persentase lebih dari 100%. 

Pada KSP di Kabupaten Rembang ini, partisipasi neto yang dihasilkan 

lebih sedikit daripada beban usaha dan beban perkoperasian yang 

dikeluarkan, sehingga hanya mendapat skor 0. 

Dari ketiga rasio dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan 

diperoleh jumlah skor tahun 2014 sebesar 4,05 dan tahun 2015 sebesar 4,3. 

Skor maksimal dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah 10. Hasil 

rerata tersebut memiliki persentase 40,5% pada tahun 2014 dan 43% pada 

tahun 2015. Pencapaian skor pada aspek kemandirian dan pertumbuhan ini 

tergolong rendah, karena perolehan skor masih jauh dari skor maksimalnya. 

Aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan kemampuan koperasi 

untuk berkembang dalam pengelolaan usaha dan meningkatkan kemampuan 

koperasi untuk memberikan balas jasa terhadap anggota.  

7. Penilaian Aspek Jatidiri Koperasi KSP Kabupaten Rembang Tahun 2014-

2015 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada 

aspek jatidiri koperasi diperoleh data sebagai berikut: 

a. Rasio partisipasi bruto 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

partisipasi bruto pada KSP di Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah 

sebesar 81% dan pada tahun 2015 juga sebesar 81%. Skor maksimal 
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dalam rasio ini adalah 7, sedangkan rerata skor yang dicapai oleh KSP di 

Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 6,5 dan tahun 2015 

adalah sebesar 6,75. Dari hasil perhitungan ini bisa disimpulkan bahwa 

rasio partisipasi bruto pada KSP di Kabupaten Rembang tergolong baik, 

karena hasil rerata skor mendekati dari skor maksimal. Kondisi ini perlu 

dipertahankan bahkan akan lebih baik lagi jika ditingkatkan. 

Penilaian tersebut menunjukkan sudah banyak koperasi yang 

memperoleh skor maksimal 7 pada tahun 2014 dan 2015, di antaranya 

adalah Koperasi Budi Santoso, Bhina Raharja, Sumber Rejeki, Maju 

Bersama, Maju Jaya, Tujuh Enam, Utomo, Harapan Umat, Umat 

Sejahtera Abadi dan Sumber Agung. Koperasi Mitra Sejahtera 

mengalami penurunan, yang sebelumnya pada tahun 2014 mendapat skor 

maksimal 7, pada tahun 2015 mendapat skor 5,25. Koperasi Siti Hajar 

dan Makmur Barokah mengalami Harapan Ummat kenaikan, yaitu 

mendapatkan skor 5,25 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mendapat 

skor maksimal 7. 

b. Rasio promosi ekonomi anggota 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh rerata rasio 

promosi ekonomi anggota pada KSP Kabupaten Rembang tahun 2014 

adalah sebesar 634% dan pada tahun 2015 sebesar 572%. Skor maksimal 

untuk rasio ini adalah 3, sedangkan rerata skor yang diperoleh KSP di 

Kabupaten pada tahun 2014 adalah sebesar 3 dan pada tahun 2015 juga 

mendapatkan skor 3. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan 
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bahwa rasio promosi ekonomi anggota pada KSP di Kabupaten Rembang 

tergolong baik, karena hasil rerata skor mencapai skor maksimal. Kondisi 

ini perlu dipertahankan oleh KSP. 

Dari kedua rasio dalam aspek jatidiri koperasi diperoleh jumlah rerata 

skor pada tahun 2014 sebesar 9,5 dan tahun 2015 sebesar 9,75. Jumlah skor 

maksimal dalam aspek ini adalah 10. Rerata tersebut hampir mendekati skor 

maksimal yaitu 10 dengan persentase pada tahun 2014 adalah 95% dan pada 

tahun 2015 adalah 97,5%, Aspek jatidiri koperasi pada KSP di Kabupaten 

Rembang tergolong baik karena mendapatkan skor yang mendekati skor 

maksimal. Semakin tinggi tingkat kemampuan koperasi dalam memberikan 

manfaat kepada anggota maka akan semakin baik, karena hal ini sesuai 

dengan tujuan utama koperasi yaitu memberikan  manfaat ekonomi serta 

dapat mensejahterakan anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek 

jatidiri koperasi, KSP di Kabupaten Rembang dapat dikatakan berhasil 

dalam melayani dan mensejahterakan anggotanya.  

8. Penilaian Kesehatan KSP di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 

Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP di Kabupaten 

Rembang tahun 2014-2015 yang dinilai berdasarkan aspek permodalan, 

aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek 

likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi 

diperoleh rerata nilai skor sebesar 69,15 pada tahun 2014 dengan persentase 

69,15% yang menunjukkan kesehatan koperasi Kabupaten Rembang pada 

kategori cukup sehat, sedangkan pada tahun 2015 rerata nilai skor sebesar 
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70,73 dengan persentase 70,73% yang menunjukkan bahwa keadaan 

koperasi di Kabupaten Rembang masuk dalam kategori cukup sehat. 

Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang mengalami 

peningkatan  kesehatan koperasi pada tahun 2014-2015, akan tetapi 

peningkatan tersebut kurang signifikan sehinga Koperasi Simpan Pinjam di 

Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015 tetap pada kategori cukup sehat. Hal 

ini dilatar belakangi oleh perputaran ekonomi di Kabupaten Rembang masih 

bergantung pada musim yang seringkali tidak menentu. Selain itu, tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang tergolong lambat 

dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfi 

Rohmaning Tyas (2014) dan Asih Wijayanti (2012). Alfi Rohmaning (2014) 

meneliti tentang “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 

Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 

2011-2013”. Hasil penelitian Alfi Rohmaning Tyas (2014) menunjukkan 

bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada 

dalam kategori cukup sehat. Asih Wijayanti (2012) meneliti tentang 

“Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulonprogo 

Tahun 2009-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aspek 

keuangan dan manajemen simpan pinjam di Kabupaten Kulonprogo tahun 

2009-2010 dalam kategori cukup sehat.  
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9. Ringkasan skor dan persentase 

Tabel 49. Ringkasan Skor dan Presentase Tahun 2014-2015 

Aspek 

Skor 

Max 
Tahun 2014 Tahun 2015 

Skor Persentase Skor Persentase 

Permodalan  15 14 93,3% 13,5 90% 

Kualitas Aktiva 

Produktif 
25 21,5 86% 22 88% 

Manajemen 15 11,9 79,3% 11,9 79,3% 

Efisiensi 10 4,6 46% 4,75 47,5% 

Likuiditas 15 7 46,6% 7,2 48% 

Kemandirian & 

Pertumbuhan 
10 4,05 40,5% 4,3 43% 

Jatidiri Koperasi 10 9,5 95% 9,75 97,5% 

  Sumber: Data yang diolah tahun 2016 

Berdasarkan perhitungan rata-rata setiap aspek dalam menentukan 

tingkat kesehatan koperasi diperoleh informasi bahwa aspek jatidiri 

koperasi pada KSP di Kabupaten Rembang mendapat persentase paling 

tinggi yaitu sebesar 95% pada tahun 2014 dan 97,5% pada tahun 2015. 

Aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan persentase paling kecil 

pada KSP di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 40,5% pada tahun 2014 

dan 43% pada tahun 2015. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat menghambat hasil 

penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Tidak semua Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang berkenan 

dijadikan subjek penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada 15 

Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang. 

2. Keterbatasan data mengenai pinjaman bermasalah. Hal ini dikarenakan 

pemilik koperasi tidak menginginkan pihak eksternal mengetahui secara 

rinci jumlah nominal dari pinjaman bermasalah, peneliti hanya diberi 

informasi mengenai rentang persentase jumlah pinjaman bermasalah. 

3. Penelitian ini hanya menganalisis tingkat kesehatan koperasi selama 

periode 2 tahun, yaitu tahun 2014 dan 2015. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat 

kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang pada tahun 2014-

2015 adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau 

dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, 

aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta 

aspek jatidiri koperasi pada tahun 2014 memperoleh skor 69,15 dimana skor 

maksimalnya 100. Skor tersebut berada pada kisaran 60-80, sehingga 

memperoleh predikat Cukup Sehat. 

2. Tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang ditinjau 

dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, 

aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta 

aspek jatidiri koperasi pada tahun 2015 memperoleh skor 70,73 dimana skor 

maksimalnya 100. Skor tersebut berada pada kisaran 60-80, sehingga 

memperoleh predikat Cukup Sehat. 

 

 

 

 

. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat 

kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang tahun 2014-2015, 

maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang 

a. Mengingat Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang masuk 

dalam kategori cukup sehat selama dua tahun berurut-turut yaitu pada 

2014 dan 2015, hendaknya Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 

Rembang mempertahankannya, akan lebih baik lagi jika terus 

ditingkatkan sehingga kedepannya dapat memperoleh predikat yang 

lebih baik.  

b. Aspek yang perlu di perbaiki oleh Koperasi Simpan Pinjam di 

Kabupaten Rembang yaitu aspek efisiensi, aspek likuiditas serta aspek 

kemandirian dan pertumbuhan karena mendapatkan skor kurang dari 

50%.  

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

yaitu dengan meneliti Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang 

pada tahun selanjutnya sehingga nantinya dapat diketahui apakah Koperasi 

Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang  mengalami peningkatan atau tidak. 

Selain itu peneliti selanjutnya akan lebih baik jika mengembangkan serta 

menambah kekurangan yang ada pada penelitian ini, sehingga makin 

memperkaya pengetahuan mengenai Tingkat Kesehatan Koperasi. 
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PERATURAN 

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENGAH NOMOR 20/Per/M.KUKM/XI/2008 TENTANG 

PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT 
SIMPAN PINJAM KOPERASI 

 
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  

REPUBLIK INDONESIA 
 

Menimbang :  a.  bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 
Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan 
kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari 
dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau 
anggotanya,  yang perlu dikelola secara profesional sesuai 
dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi 
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga 
dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di 
sekitarnya; 

b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan 
Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan  prinsip 
kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian 
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 
Pinjam Koperasi perlu dilakukan penyempurnaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian 
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 
Pinjam Koperasi. 

Draft Htl Maharani 

Agustus 2008 
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Mengingat  : 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian 
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3540); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang 
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3501); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang 
Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 

6.   Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 
Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia;  

7.  Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang 
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan 
Perkoperasian; 

8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/X/2004 
tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi; 

9.   Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Nomor 123/Kop/M.KUKM/X/2004 
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam 
rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran 
Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang 
Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan 
Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar 
dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional; 
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11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian 
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 

12.  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 
19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum 
Akuntansi Koperasi Indonesia; 

13.  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 

14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
Oleh Koperasi;  

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA 
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 
20/Per/M.KUKM/XI/2008 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN 
KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT 
SIMPAN PINJAM KOPERASI. 

 

Pasal I 
 

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor  
20/Per/M.KUKM/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

 

Pasal II 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                 

 
Ditetapkan di  Jakarta 
pada tanggal 22 Desember 2009 

 
Menteri Negara, 

 
 
 
 

DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA. 
 



 4 

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
Tanggal  : 22 Desember 2009 
Tentang  : Perubahan atas Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 
Pinjam 

  
 
 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN 

PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM 
 

I. BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN 

1. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka 
terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan 
besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. 

2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan 
dalam angka 0 sampai dengan 100. 

 Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai 
berikut: 

 
 
No Aspek 

yg 
Dinilai 

 
Komponen 

Bobot 
Penilaian 

1 Permodalan 

 

15 

  
a.   Rasio Modal Sendiri   terhadap Total Asset 

 
 

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko 

 

 

c.  Rasio Kecukupan Modal Sendiri  

%100x
ATMR

TertimbangSendiriModal
 

 

  
6 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 

 
3   

 

 

Modal sendiri 
Pinjaman diberikan yang beresiko 

100% x 
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2 Kualitas Aktiva Produktif  25 

  
a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan 

 

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan 

100%X
diberikan yangPinjaman 

bermasalahPinjaman 

 

 

c. Rasio Cadangan Risiko  Terhadap Pinjaman Bermasalah 

 

Catatan: Cadangan  risiko  adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan 
penghapusan pinjaman. 

 

d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan 

 

  

 
10 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 

 

 
5 

 

3 Manajemen:  

 

15 

 

 

 

 

 

 a. Manajemen Umum 

b. Kelembagaan, 

c. Manajemen Permodalan 

d. Manajemen Aktiva  

e. Manajemen Likuiditas. 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

4 Efisiensi 

 

10 

  
a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto 

  

catatan :  Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha 
 bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban  

                perkoperasian dihitung secara proporsional 

 

 
4 

 

  
b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor 

  

 

4  

  c. Rasio efisiensi pelayanan 
 

 

2  

100% x 

100% x 

Cadangan risiko 
Pinjaman bermasalah 

100% x 

Beban Operasi Anggota 
Partisipasi Bruto 

100% x 

volume Pinjaman 
100% x 

Pinjaman yang diberikan 

Pinjaman yang berisiko 

      SHU Kotor 

Beban Usaha 

Biaya Karyawan 
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5. Likuiditas 

 

15 

 

 a. Rasio Kas 
 

  

10  

  b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 

x100%
diterima yang Dana

diberikan yang Pinjaman
 

 
     Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU 

belum dibagi 

5  

6. Kemandirian dan Pertumbuhan 

 

10 

 

 a. Rentabilitas asset 
  

 

3  

   
b. Rentabilitas Modal Sendiri 
  

  
 

 
3 

 

   
c. Kemandirian Operasional Pelayanan 
 

 
Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota 
  

 

 
4 

 

7. Jatidiri Koperasi 

 

10 

  

a. Rasio partisipasi bruto 
 

  
 

7 
 
 

 

  b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 
  

 

PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota 
 

3  

  Jumlah  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kas + Bank 
Kewajiban Lancar 

100% x 

Total Aset 
100% x 

SHU Bagian Anggota 
Total Modal Ssendiri 

100% x 

Partisipasi Neto 
Beban usaha + Beban Perkoperasian 

100% x 

PEA 
Simpanan Pokok + Simpanan Wajib 

100% x 

SHU Sebelum Pajak 

Partisipasi bruto + Pendapatan 
 

Partisipasi Bruto 
100% x 
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II.  CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR 
 
1. PERMODALAN 
 

1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 
 

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset 
ditetapkan sebagai berikut: 
1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil 

atau sama dengan 0% diberikan nilai 0. 
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 

dengan maksimum nilai 100. 
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan 

rasio 4% nilai dikurangi 5. 
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan. 

 
 

Tabel 1 
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap  

Total Aset adalah sebagai berikut: 

Rasio Modal 
(%) 

Nilai  
 

Bobot 
(%) 

Skor 

0 < X < 20 25 6 1.50 

20 < X <  40 50 6 3.00 

40 < X < 60 100 6 6,00 

60 < X <  80 50 6 3.00 

80 < X < 100 25 6 1,50 

 
 

1.2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan 
yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut : 

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 
berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0. 

2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 
dengan nilai maksimum 100. 

3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan. 
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Tabel 2 
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap 

Pinjaman Diberikan yang Berisiko 

Rasio Modal 
(dinilai dalam %) 

Nilai 
 

Bobot 
(dinilai 

dalam %) 
Skor 

0 < x <10 0 6 0 

10 < x <20 10 6 0,6 

20 < x <30 20 6 1,2 

30 < x <40 30 6 1,8 

40 < x <50 40 6 2,4 

50 < x <60 50 6 3,0 

60 < x <70 60 6 3,6 

70 < x <80 70 6 4,2 

80 < x <90 80 6 4,8 

90  < x <100 90 6 5,4 
 100 100 6 6,0 

 

1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri 
 

  

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal 
Sendiri Tertimbang  dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 
(ATMR) dikalikan dengan 100 %.  

2.  Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen 
modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan 
bobot pengakuan risiko. 

3.   ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP 
dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot 
pengakuan risiko. 

4.  Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan 
hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan 
bobot risiko masing-masing  komponen aktiva. 

5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan 
cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai  ATMR 
dikalikan dengan  100 %. 

 
Tabel 3 

Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri 
 

Rasio  
Modal (%) 

Nilai  
 

Bobot (%) Skor 

< 4 0 3 0,00 

4 < X <  6 50 3 1.50 

6 < X < 8 75 3 2.25 

> 8 100 3 3.00 
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 2.  KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF 

 
Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, 
yaitu: 
a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman 

diberikan  
b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan  
c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah. 
d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. 

 

 
PINJAMAN BERMASALAH TERDIRI DARI: 

 

A. PINJAMAN KURANG LANCAR 

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini : 

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:  

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut : 

1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) 
bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; 
atau 

2) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi 
pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan 
atau 3 bulan; atau 

3) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) 
bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) 
bulan atau lebih; atau 

b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut : 

1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) 
bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) 
bulan; atau 

2) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan 
bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan. 

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu : 

a. Pinjaman belum jatuh tempo 

 Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum 
melampaui 6 (enam) bulan. 

b. Pinjaman telah jatuh tempo  

 Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 
(tiga) bulan. 
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B. PINJAMAN YANG DIRAGUKAN 

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak 
memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat 
disimpulkan bahwa : 

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-
kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau 

2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai 
sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya. 

 
C. PINJAMAN MACET 

Pinjaman digolongkan macet apabila : 

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau; 

2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan. 

3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan 
Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi 
pinjaman. 

 
 

2.1.  Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman 
Diberikan 
 
Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total 
volume pinjaman ditetapkan berikut : 

 
Tabel 4 

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman 
pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan. 

 

Rasio 
(%) 

Nilai 
Bobot 
(%) 

Skor 

< 25 
25 < X < 50 
50 < X < 75 

> 75 

0 
50 
75 

100 

10 
10 
10 
10 

0,00 
5,00 
7,50 

10,00 

 
 

2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan 
 

 Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap 
pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut : 
a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) 

sebagai berikut: 
1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL) 
2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR) 
3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm) 
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b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan. 
 

RPM = 
(50% x PKL) + (75% x PDR) + (100 x Pm) 

 
Pinjaman yang diberikan 

 
Perhitungan penilaian: 
1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0; 
2) Untuk setiap penurunan rasio 1%  dari 45 % nilai ditambah 2, dengan 

maksimum nilai 100; 
3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor. 
 

Tabel 5 
Standar Perhitungan RPM 

 

Rasio (%) Nilai 
Bobot 
(%) 

Skor 

> 45 

40 < x ≤ 45 

30 < x ≤ 40 

20 < x ≤ 30 

10 < x ≤ 20 

0 < x ≤ 10 

= 0 

0 

10 

20 

40 

60 

80 

100 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0 

0,5 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

 
 

2.3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung 
dengan cara sebagai berikut: 

 
a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi 

nilai 0; 
b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %,  nilai ditambah 1 sampai 

dengan maksimum 100; 
c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor 
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Tabel 6 
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman 

Bermasalah: 
 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

0 

0 < x ≤ 10 

10 < x ≤ 20 

20 < x ≤ 30 

30 < x ≤ 40 

40 < x ≤ 50 

50 < x ≤ 60 

60 < x ≤ 70 

70 < x ≤ 80 

80 < x ≤ 90 

90 < x ≤ 100 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

 
 
2.4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan 

 
Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur 
dengan ketentuan sebagai berikut :  

   
Tabel 7 

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko 
 

Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 

 30 25 5 1,25 

26 – 30 50 5 2,50 

21 – <26 75 5 3,75 

< 21 100 5 5,00 

 
3.   PENILAIAN MANAJEMEN 

 

3.1. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima 
komponen sebagai berikut: 
a) Manajemen umum 
b) Kelembagaan 
c) Manajemen permodalan  
d) Manajemen aktiva 
e) Manajemen likuiditas 
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Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai sebagaimana 
pada lampiran 2 Peraturan ini. 

 
 

3.2. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban 
pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan 
komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir): 

a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap 
jawaban pertanyaan “ya”). 

b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban 
pertanyaan “ya”). 

c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk 
setiap jawaban pertanyaan “ya”). 

d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap 
jawaban pertanyaan “ya”). 

e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap 
jawaban pertanyaan “ya”). 

 
3.2.1.  Manajemen Umum 

 
Tabel 8 

Standar Perhitungan Manajemen Umum 
 

Jumlah 
Jawaban Ya 

Skor 

1 0,25 

2 0,50 

3 0,75 

4 1,00 

5 1,25 

6 1,50 

7 1,75 

8 2,00 

9 2,25 

10 2,50 

11 2,75 

12 3,00 

 
3.2.2. Manajemen Kelembagaan 

 
Tabel 9 

Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan 
 

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,50 

2 1,00 

3 1,50 

4 2,00 

5 2,50 

6 3,00 
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3.2.3. Manajemen Permodalan 

 
Tabel 10 

Standar Perhitungan Manajemen Permodalan 
   

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,60 

2 1,20 

3 1,80 

4 2,40 

5 3,00 

 
3.2.4. Manajemen Aktiva 
 

Tabel 11 
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva 

   

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,30 

2 0,60 

3 0,90 

4 1,20 

5 1,50 

6 1,80 

7 2,10 

8 2,40 

9 2,70 

10 3,00 

 
 3.2.5. Manajemen Likuiditas 

 
Tabel 12 

Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas 

Jumlah Jawaban Ya Skor 

1 0,60 

2 1,20 

3 1,80 

4 2,40 

5 3,00 

 
4. PENILAIAN EFISIENSI 

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: 
a) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto 
b) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor 
c) Rasio efisiensi pelayanan 

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi 
mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari 
penggunaan asset yang dimilikinya.  
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4.1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto  

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan 
sebagai berikut 

a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk 
rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100  diberi nilai 50, 
selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 
25 sampai dengan maksimum nilai 100. 

b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. 
 

Tabel 13 
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota 

terhadap Partisipasi Bruto 
 

Rasio Beban Operasi 
Anggota terhadap 

Partisipasi Bruto (%) 

Nilai 
Bobot 

(%) 
Skor 

 

> 100 0 4 1 

95 < x < 100  50 4 2 

90 < x < 95  75 4 3 

0 < x <  90  100 4 4 

 

4.2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor 

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut 

a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 
20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. 

b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian: 
  

Tabel 14 
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha 

Terhadap SHU Kotor 

Rasio Beban Usaha  
terhadap SHU Kotor (%) 

Nilai 
Bobot 

(%) 
Skor 

>80  25 4 1 

60 < x < 80 50 4 2 

40 < x < 60 75 4 3 

0 < x < 40 100 4 4 

 

4.3. Rasio efisiensi pelayanan  
 

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya 
karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 
persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan 
rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100. 

b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian. 
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Tabel 15 

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan: 
 

Rasio Efisiensi  
Staf (Persen) 

Nilai 
Bobot 

(%) 
Skor 

< 5 100 2 2,0 

5 < x < 10 75 2 1,5 

10 < x < 15 50 2 1,0 

> 15 0 2 0,0 

 
5.  LIKUIDITAS 

 
Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan 
terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: 
a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar 
b. Rasio pinjaman yang diberikan  terhadap dana yang diterima 
 
 

5.1. Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan 
sebagai berikut: 

 
a. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk 

rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio 
lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio 
lebih dari 20 % diberi nilai 25.  

b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian 
 

Tabel 16 
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar 
 

Rasio Kas  
(%) 

Nilai Bobot 
(%) 

Skor 

< 10  25 10 2,5 

10 < x < 15 100 10 10 

15 < x < 20      50 10   5 

   > 20      25 10   2,5 

 

5.2. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima  

Pengukuran  rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap 
kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 
100. 

b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. 
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Tabel 17 

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan 
terhadap Dana yang  Diterima adalah sebagai berikut: 

 

Rasio 
Pinjaman 

(%) 
Nilai 

Bobot 
(%) 

Skor 

< 60 25 5 1,25 

60 <  x < 70   50 5 2,50 

70 <  x < 80 75 5 3,75 

80 <  x < 90 100 5 5 

 
 

6. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN 
 
Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, 
yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. 
 

6.1. Rasio rentabilitas aset  

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum  pajak dibandingkan dengan total 
aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk 
setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 
100. 

b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian 
 

Tabel 18 
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset 

 

Rasio 
Rentabilitas  

Aset (%) 

Nilai  
 

Bobot 
(%) 

Skor 

< 5 25 3 0,75 

5 < x < 7,5 50 3 1,50 

7,5 < x < 10 75 3 2,25 

> 10 100 3 3,00 

 
 

6.2. Rasio rentabilitas modal sendiri 

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total 
modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, 
untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan 
maksimum 100. 

b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. 
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Tabel 19 

Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri 
 

Rasio  
Rentabilitas  
Ekuitas (%) 

Nilai 
Bobot 
(%) 

Skor 

< 3 25 3 0,75 

3 < x < 4 50 3 1,50 

4 < x < 5 75 3 2,25 

> 5 100 3 3,00 

 

6.3. Rasio kemandirian operasional pelayanan 

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban 
Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% 
diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100. 

b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. 
 

Tabel 20 
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional 

 

Rasio Kemandirian  
Operasional (%) 

Nilai 
Bobot 
(%) 

Skor 

< 100 0 4 0 

> 100 100 4 4 

 

7.  JATI DIRI KOPERASI 

 Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan 
koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. 
Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: 

a. Rasio Partisipasi Bruto 

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani 
anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto 
adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa 
pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi 
partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan 
simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. 
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7.1.  Rasio Partisipasi Bruto  

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan 
partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang 
ditetapkan sebagai berikut: 

a.  Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan 
rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar 
dari 75% nilai maksimum 100. 

b.  Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian 
 

  
Tabel 21 

Standar perhitungan sebagai berikut: 
 

Rasio  
Partisipasi 
Bruto (%) 

Nilai  
Bobot 

(%) 
Skor 

< 25 25 7 1,75 

25 < x < 50 50 7 3,50, 

50 < x < 75 75 7 5,25 

> 75 100 7 7 

 

7.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota  

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan 
promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, 
yang ditetapkan sebagai berikut: 

a.  Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 
7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai 
ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100. 

b.  Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian 
 
 

Tabel 22 
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota 

 
Rasio  

PEA (%) 
Nilai 

Bobot 
(%) 

Skor 

< 5 0 3 0,00 

5 < x < 7,5 50 3 1,50, 

7,5 < x < 10 75 3 2,25 

> 10 100 3 3 

 
 
III  PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI 
 
 Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor 
dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan 
USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, 
kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. 
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 Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai 

berikut: 
 

Tabel 23 
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP 

 

SKOR PREDIKAT 

80 < x < 100 
60 < x < 80   
40 < x < 60 
20 < x < 40 

< 20 

SEHAT 
CUKUP SEHAT 
KURANG SEHAT 
TIDAK SEHAT 
SANGAT TIDAK SEHAT 

 
 
 
IV.  FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN 
 

 Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan 
menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan 
komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak 
dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut 
terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat 
kesehatan KSP dan USP Koperasi  maka hasil penilaian yang telah 
dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat 
mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. 

 
 PENYESUAIAN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 
 

a. KOREKSI PENILAIAN 
 Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP 

Koperasi antara lain : 
1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern 

koperasi. 
2) Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan 
3) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur. 
4) Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali 

berturut-turut. 
5) Mempunyai volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) 

tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik. 
6) Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha. 

 

b. KESALAHAN FATAL 

 Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP 
Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain: 

1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan 
kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan. 

2) Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang  tidak 
dilaksanakan dengan baik. 
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3) Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan 
sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi. 

4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam 
koperasinya. 

 

V. PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN 

1. Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh petugas penilai 
kesehatan KSP dan USP Koperasi dari Instansi yang membidangi Koperasi  
baik ditingkat Pusat maupun Daerah. 

2. Untuk menjadi Petugas Penilai Kesehatan KSP dan USP Koperasi harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang 
disetarakan dengan itu. 

b) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang simpan pinjam yang 
dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Negara Koperasi dan UKM RI. 

c) Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan KSP dan USP 
Koperasi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang ditunjuk oleh Instansi yang membidangi koperasi baik di 
tingkat pusat maupun daerah. 

3. Petugas penilai kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau 
Kota ditetapkan oleh Menteri.  

 
 
VI.  PENUTUP 
 
 Dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana telah dikemukakan, 
diharapkan kepada aparat pembina KSP dan USP Koperasi, dan Gerakan 
ditingkat Pusat maupun Daerah, dapat melakukan penilaian terhadap 
perkembangan kegiatan usaha KSP maupun USP Koperasi yang ada di 
wilayahnya masing-masing. Penilai kesehatan wajib membuat saran untuk 
peningkatan kesehatan setiap KSP dan USP Koperasi yang dinilai. 

 
Ditetapkan  di  Jakarta 
pada tanggal 22 Desember 2009    

 
 

Menteri Negara, 
 
 
 
 
 

Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA. 
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Lampiran 2  : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil Dan Menengah 

Nomor  : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 
Tanggal  :    14 November 2008 
Tentang  : Pedoman Pelaksanaan Penilaian 

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan 
Unit Simpan Pinjam Koperasi 
 

DATA MANAJEMEN 
DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI 

 

N0 Aspek 
Nomor Urut 
Pertanyaan 

Ya/Tidak 

1 MANAJEMEN UMUM   

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 

1.4 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
1.6 
 
 

 
1.7 
 
 
 
 
1.8 
 
 
 
 

Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan 
tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen 
tertulis) 
 

Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana 
kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan 
dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi 
dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan 
dokumen tertulis) 
 

Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja 
tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan 
kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan 
dokumen tertulis) 
 

Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka 
pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan 
dengan dokumen tertulis) 
 

Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui 
dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola 
dan  seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan 
silang) 
 
Pengambilan keputusan yang bersifat operasional 
dilakukan oleh pengelola secara independen 
(konfirmasi kepada pengurus atau pengawas). 
  
Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi 
memiliki komitmen untuk menangani permasalahan 
yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan 
yang diperlukan. 
 
KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja  SDM 
yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana 
kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan 
(dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan 
fisik sarana kerja) 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
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N0 Aspek 
Nomor Urut 
Pertanyaan 

Ya/Tidak 

1.9 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 
 
 
 
 
 
1.11 
 
 
 
 
 
 
1.12 

Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat  
pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional 
sehari-hari yang cenderung menguntungkan 
kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya 
sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi  
(dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau 
pengawas). 
 
Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik 
mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 
permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan 
terhadap partisipasi modal anggota) 
 
Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP 
Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan 
operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung 
menguntungkan diri sendiri, keluarga dan 
kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP 
Koperasi (konfirmasi  dengan mitra kerja) 
 
Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas 
dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang 
kepada pengelola dan atau pengawas) 
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10 
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2 KELEMBAGAAN   

2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 
 
 

Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan 
seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak 
terdapat jabatan kosong atau perangkapan 
jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis 
mengenai struktur organisasi dan job description) 
 
KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas 
untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan 
dengan adanya dokumen tertulis tentang job 
specification)  
Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi 
terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai 
dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen 
tertulis tentang struktur organisasi) 
 
KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar 
Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP ). (dibuktikan dengan 
dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP 
Koperasi) 
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N0 Aspek 
Nomor Urut 
Pertanyaan 

Ya/Tidak 

2.5 
 
 
 
 
 
2.6 

KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya 
sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. 
(pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan 
dengan SOM dan SOP-nya)  
 
KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan 
yang baik terhadap semua dokumen penting. 
(dibuktikan dengan adanya system pengamanan 
dokumen penting berikut sarana penyimpanannya) 
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3 PERMODALAN   

3.1 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
 
3.5 

Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih 
besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung 
berdasarkan data yang ada di Neraca). 
 

Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari 
anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % 
dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung 
berdasarkan data yang ada di Neraca) 
 
Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar 
dari seperempat SHU tahun berjalan 
 
Simpanan dan simpanan berjangka koperasi 
meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya 
 
Investasi harta tetap  dari inventaris serta pendanaan 
ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri 
(pengecekan silang dengan laporan sumber dan 
penggunaan dana) 
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4 AKTIVA   

4.1 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
4.4 
 
 
 

Pinjaman dengan kolektibilitas lancar  minimal 
sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan 
(dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman) 
 
Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan 
agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari 
pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi 
anggota sampai dengan  1 juta rupiah. (dibuktikan 
dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)  
 
Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau 
lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. 
(dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan 
cadangan penghapusan pinjaman) 
 
Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-
kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan 
penagihan pinjaman macet tahunan) 
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N0 Aspek 
Nomor Urut 
Pertanyaan 

Ya/Tidak 

4.5 
 
 
 
 
4.6 
 
 
 
 
4.7 
 
 
 
 
4.8 
 
 
 
4.9 
 
 
 
 
 
4.10 

KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman 
dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang 
antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-
nya termasuk BMPP) 
 
KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman 
dan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang 
antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-
nya termasuk BMPP)  
 

Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi 
mengambil  keputusan berdasarkan prinsip kehati-
hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan 
pinjaman) 
 
Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan 
dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan 
risalah rapat komite) 
 
Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi 
melakukan pemantauan terhadap penggunaan 
pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota 
atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. 
(dibuktikan dengan laporan monitoring) 
 
KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian 
dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan 
dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan 
agunan) 
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31 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 

33 
 
 

5 LIKUIDITAS   

5.1 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 

5.3 
 
 
 
 
5.4 
 
 
 

Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai 
pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen 
tertulis mengenai perencanaan usaha) 
 

Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari 
lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan 
dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama 
pendanaan dari lembaga keuangan lainnya) 
 

Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk 
memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan 
dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul 
penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman) 
 

Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan 
pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan 
KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan 
tertulis) 
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N0 Aspek 
Nomor Urut 
Pertanyaan 

Ya/Tidak 

5.5 Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai 
untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan 
dokumen tertulis berupa sistem pelaporan 
penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman). 

38 
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PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN  

USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR :   20/Per/M.KUKM/XI/2008 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT 
SIMPAN PINJAM KOPERASI 

 

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang :  a.  bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 
Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan 
kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari 
dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau 
anggotanya,  yang perlu dikelola secara profesional sesuai 
dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi 
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga 
dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di 
sekitarnya; 

b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan 
Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan  dengan 
prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka Keputusan Menteri Koperasi 
Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 
194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 
sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan 
penyempurnaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 
Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 

Mengingat  : 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

Draft Htl Maharani 

Agustus 2008 
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  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian 
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3540); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang 
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3501); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang 
Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 

6.   Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  

7.  Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang 
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan 
Perkoperasian. 

8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/X/2004 
tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi 

9.   Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam 
rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran 
Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

10. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 
tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk 
Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan 
Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat 
Nasional; 
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11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian 
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 

12.  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 
19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum 
Akuntansi Koperasi Indonesia. 

13.  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 

14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2008 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
Oleh Koperasi. 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN 
KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT 
SIMPAN PINJAM KOPERASI 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan. 

2. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang 
kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. 

3. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah 
unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai 
bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. 

4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, 
koperasi lain, dan atau anggotanya kepada KSP dan atau USP dalam bentuk 
tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. 

5. Simpanan berjangka adalah simpanan di KSP dan atau USP Koperasi yang 
penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada 
waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan KSP dan atau USP 
yang bersangkutan. 
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6. Tabungan KSP dan atau USP adalah simpanan di KSP dan atau USP yang 
penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan 
koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi. 

7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara KSP dan atau USP dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan 
pembayaran sejumlah imbalan. 

8. Kesehatan KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang 
dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak 
sehat. 

9. Modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan 
simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, 
cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan 
penilaian kesehatan  dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. 

10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal 
aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen 
aktiva. 

11. Modal sendiri USP adalah modal tetap USP, terdiri dari modal yang disetor 
pada awal pendirian,  modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, 
cadangan yang disisihkan dari Hasil Usaha USP Koperasi dan dalam kaitannya 
dengan penilaian kesehatan  dapat ditambah dengan maksimal 50% modal 
tidak tetap yang berasal dari modal penyertaan. 

12. Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut 
masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang 
masih belum dikembalikan oleh peminjam. 

13. Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP dan 
atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan 
atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman 
yang diberikan tersebut. 

14. Penjamin adalah anggota yang dapat diandalkan termasuk kelompok anggota 
yang bersedia menjamin pelunasan dan atau dengan tanggung renteng. 

15. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau 
disatu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan 
berdasarkan keterbukaan dan saling percaya. 

16. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan 
bagi koperasi yang bersangkutan. 

17. Risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang 
kemungkinan macet atau tidak tertagih. 
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18. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP) adalah plafon pinjaman baik 
untuk  anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya maupun 
pengurus dalam rangka meminimalisasi terjadinya pinjaman bermasalah.  

19. Cadangan adalah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (untuk KSP) atau 
Hasil Usaha (untuk USP Koperasi) yang terdiri atas cadangan umum dan 
cadangan risiko. 

20. Cadangan Umum adalah cadangan yang dimaksudkan untuk pemupukan 
modal dan pengembangan usaha. 

21. Cadangan Tujuan Risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup 
risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih. 

22. Likuiditas adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk memenuhi 
kewajiban jangka pendek. 

23. Return on Asset (tingkat pengembalian aktiva) adalah perbandingan antara sisa 
hasil usaha sebelum pajak yang diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki KSP 
dan atau USP Koperasi. 

24. Rentabilitas adalah kemampuan KSP untuk memperoleh sisa hasil usaha dan 
atau kemampuan USP Koperasi untuk memperoleh hasil usaha. 

25. Kemanfaatan koperasi adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk 
memberikan manfaat kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan 
anggotanya. 

26. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau  barang modal yang dinilai  
dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan 
memperkuat struktur permodalan KSP dan atau USP dalam meningkatkan 
kegiatan usahanya. 

27. Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan (MEPPP) adalah 
manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota 
pada saat  bertransaksi dengan KSP atau USP Koperasi. 

28. Manfaat Sisa Hasil Usaha adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota yang 
diperoleh satu tahun satu kali, berdasarkan perhitungan partisipasi anggota 
dalam pemanfaatan pelayanan KSP atau USP Koperasi.  

29. Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah Manfaat MEPPP ditambah Manfaat 
SHU. 

30. Pejabat Penilai Kesehatan KSP dan atau USP Koperasi yang selanjutnya 
disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang 
untuk memberikan penilaian kesehatan. 

31. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang 
untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi. 

32. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah. 
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33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang koperasi 

 

 
BAB II 

TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA 
 

Pasal 2 
 
Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan 
pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan 
USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan 
prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan 
kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya . 
  

Pasal 3 
 
Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah : 
a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan mantap 

sesuai dengan jatidiri koperasi . 
b. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang efektif, efisien, dan 

profesional. 
c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan 

atau anggotanya. 
 

Pasal 4 
 
Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi  adalah sebagai 
berikut: 

a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan 
nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan 
perilaku koperasi.  

b. KSP dan USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri 
dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau 
kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas 
menolong diri sendiri (self help). 

c. Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh 
anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility) 

d. Anggota pada KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja 
Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KSP 
atau Koperasi yang menyelenggarakan USP. 

e. KSP dan USP Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar 
kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh 
lembaga keuangan lainnya. 
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f. KSP dan USP Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini 
KSP dan USP Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari 
anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta  pinjaman 
kepada pihak-pihak tersebut. 

 
BAB III 

RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN 
 

Pasal 5 
 

(1) Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi meliputi penilaian 
terhadap beberapa aspek sebagai berikut:  
a. Permodalan; 
b. Kualitas aktiva produktif; 
c. Manajemen; 
d. Efisiensi; 
e. Likuiditas; 
f. Kemandirian dan pertumbuhan; 
g. Jatidiri koperasi. 

(2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian 
yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi. 

(3) Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai 
dengan 100. 

(4) Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan  tata 
cara penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan pedoman sebagaimana terdapat pada lampiran 1 
Peraturan ini. 

 
 

BAB IV 
PENETAPAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI 

 
Pasal 6 

 
(1) Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-

aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menetapkan 
predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) 
golongan yaitu:  
a.  Sehat; 
b.  Cukup sehat; 
c.  Kurang sehat; 
d.  Tidak sehat; atau;  
e.  Sangat tidak sehat.  

(2) Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan skor sebagai berikut: 

a.  Skor penilaian sama dengan 80 sampai  100, termasuk dalam predikat 
”Sehat”; 
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b. Skor penilaian sama dengan 60 sampai  lebih kecil dari 80, termasuk dalam 
predikat ”Cukup Sehat”; 

c. Skor penilaian sama dengan 40 sampai  lebih kecil dari 60, termasuk dalam 
predikat ”Kurang Sehat”; 

d. Skor penilaian sama dengan 20 sampai  lebih kecil dari 40, termasuk dalam 
predikat ”Tidak Sehat”; 

e. Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat  ”Sangat Tidak 
Sehat”; 

 (3)Predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Menteri atau pejabat yang berwenang. 

 
Pasal 7 

 

(1) Penetapan kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) dilakukan setiap tahun. 

(2) KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah : 

a. KSP yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah 
melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. 

b. USP Koperasi, yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan 
telah dikelola secara terpisah serta membuat laporan keuangan yang terpisah 
dari unit usaha lainnya. 

(3) Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilaksanakan pada 
posisi setiap akhir tahun buku.  

 

Pasal 8 

 

(1) Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh pejabat penilai 
kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas 
pada Instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten 
dan Kota. 

(2) Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat 
tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut : 
a. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya di Kabupaten atau Kota yang 

bersangkutan oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang berwenang atas 
nama Menteri 

b. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi oleh Gubernur atau pejabat yang 
berwenang atas nama Menteri. 

c. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
Provinsi oleh Deputi atas nama Menteri 

(3) Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pejabat yang berwenang 
pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dilaporkan kepada Deputi, 
dengan dilengkapi : 
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a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.  

b.  Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan. 

c. Salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi. 

(4) Tatacara pelaksanaan teknis penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur 
lebih lanjut oleh Deputi. 

 
 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 9 

 

(1) Pengangkatan pejabat penilai kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal 
berlakunya peraturan ini. 

(2) Selama pejabat penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagai mana 
dimaksud dalam Pasal 8 belum diangkat oleh Menteri, maka penilaian kesehatan 
terhadap KSP dan USP Koperasi diselenggarakan oleh Deputi atau penilai yang 
ditugaskan oleh Deputi. 

 
 

BAB V 
PENUTUP 

 
Pasal  10 

 

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Koperasi dan 
Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 194/KEP/M/X/1998 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 
Pinjam Koperasi dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan  di  Jakarta 
pada tanggal 14 November 2008    

 
 

Menteri Negara, 
 

TTD 
 

Suryadharma Ali 
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